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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan mendasar
mengenai proses pembentukan hegemoni pada sosial media youtube channel milik
Rokhmat S. Labib sebagai ketua DPP HTI dengan menggunakan pisau analisa dari
teori Hegemoni Antonio Gramsci. Peneliti berusaha memetakan duduk
permasalahan secara sistematis menggunakan metode penelitian secara kualitatif-
deskriptif. Peneliti akan mengawali bagaimana Labib momodifikasi dakwahnya
dari dunia nyata menjadi dunia maya. Labib sebagai ketua HTI, menjaga betul
keyakinan dan keteguhan pengikutnya dengan mengakomodir kesenjangan sosial
yang terjadi di dunia maya dalam hal beragama lewat channel youtube miliknya.
Landasan dasar dari dakwahnya adalah mengubah sistem negara yang demokrasi
menjadi sistem khilafah. Labib menempuh jalur kebudayaan, dia mencoba
melakukan konstelasi ideologi yaitu dengan menyampaikan ideologi tertentu
sebagai manifestasi kepentingan semua orang. Dengan begitu, masyarakat akhirnya
membentuk sebuah afiliasi yang berangkat dari masalah yang sama, kemudian
dilanjutkan dengan membentuk negara baru sebagai respon atas keresahan
masyarakat, terutama umat muslim yang tertindas produk sistem Barat. Hal
demikian juga sejalan dengan teori Gramsci tentang fase hegemoni. Menurut
Gramsci, ada tiga tahapan menuju hegemoni yaitu, fase dominasi kuasa, fase
propaganda dan fase hegemonik. Pertama, fase dominasi kuasa adalah penguasaan
ruang atas individu atau kelompok yang minoritas untuk menyampaikan
paradigmanya kepada orang lain yang dominan. Kedua, fase propaganda adalah
proses indoktrinasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan keresahan atau

problem yang sama dan dimanifestasikan membentuk afiliasi untuk melawan



ideologi dari kelompok dominan. Ketiga, fase hegemonik adalah suatu kelompok
yang mempunyai paradigma baru dalam memandang dunia dengan kesadaran
membangun sistem baru yang telah disepakati bersama untuk menggantikan sistem
lama. Proyeksi dari fase terakhir adalah terbentuknya negara baru yang dianggap
mampu memangku kepentingan semua orang.

Kata Kunci: Hegemoni, Khilafah, Rokhmat S. Labib Channel.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia adalah salah satu ormas
(organisasi kemasyarakatan) Islam yang berkembang pesat di Indonesia.
Organisasi ini didirikan oleh Syaikh Tagiyuddin An-Nabhani, ulama dari
Al-Azhar Mesir yang menjadi kiblat paradigma pengikut HTI dalam
memperjuangkan dakwah Islam. Berorientasi mendirikan negara Islam
dengan sistem khilafah yakni, sistem yang menyandarkan syariat Islam
sebagai pedoman hukum bernegara. Selain itu ormas ini mempunyai tujuan
yang sangat bagus yaitu, mengangkat harkat martabat umat Islam dari
degradasi moral, kedaulatan dalam bernegara sesuai syariat Islam, serta
mendakwahkan Islam ke seluruh dunia. Eksistensi gerakannya mencakup
25 negara yang berhasil dimasuki ormas ini termasuk Timur Tengah, Eropa
hingga ke Indonesia. Gerakan ini  juga biasa disebut dengan gerakan

transnasional.!

Sebelum kita mengetahui tentang apa itu khilafah lebih dalam,
terlebih dahulu kita ketahui bersama dimana letak perbedaanya dengan
sistem negara lainnya. Didalam bukunya Tagiyuddin An-Nabhani
terjemahan Indonesia oleh Maghfur Wachid yang berjudul, “Sistem

Pemerintahan Islam, Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik” menyebutkan

! Deni Kodrat, “Dinamika Dakwah Hizbut Tahrir di Sejumlah Negara”, dalam majalah al-
Wa’ie, no. 55 tahun V, Maret 2005, 75-81.



bahwa Islam adalah agama yang memiliki suatu tatanan sistem
pemerintahan dan memiliki hak untuk mendirikan negara yang berbasis
syariat Islam.? Dalam buku tersebut dijelaskan, monarki tidak tepat
diterapkan, karena pewarisan tahta tidak kepada semata keturunannya.
Bukan pula republik dengan demokrasinya yang mengatasnamakan rakyat
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Bukan juga sistem kekaisaran,
karena memberi hak penuh kuasa kepada raja atau ratu untuk mengatur
pemerintahan dan tata kelola negara secara terpusat. Apalagi dalam hal ini
federal yang memberikan otonomi pada masing-masing daerahnya untuk
mengatur segala kebijakan yang berada pada wilayah tersebut. Maka
Tagiyuddin berpendapat, hanya khilafah yang cocok dan tepat sebagai

bentuk pemerintahan negara Islam.

Negara yang menggunakan sistem khilafah seperti yang diidealkan
oleh HTI, akan melakukan mobilisasi massa seluruh umat Islam di dunia
dan meniadakan segala bentuk keragaman termasuk suku, ras dan agama
lainnya. Seluruh warga negaranya akan dipandang sama berdasarkan agama
yang diyakininya yaitu, Islam. Tidak ada perbedaan ras atau suku diantara
umat Islam satu dengan lainnya. Sistem ini dipimpin oleh seorang yang
terpilih (biasa disebut khalifah) oleh umat secara langsung maupun secara

keterwakilan Majelis Syuro’ (Majelis Umat) dengan kontrak baiat.

2 Farid Hadjiry, Tata Negara Islam menurut Tagiyuddin al-Nabhani, dalam,
http://www.khabarislam.com/tata-negara-islam-menurut-tagiyuddin-an-nabhani.html
diakses pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 16.52.


http://www.khabarislam.com/tata-negara-islam-menurut-taqiyuddin-an-nabhani.html

Tujuannya adalah agar rakyat dapat memilih pemimpin yang sesauai
secara nurani sehingga harapan kedepan bisa memperlakuan adil dan
makmur ketika menata pemerintahan negaranya. Setiap peraturan yang akan
dibuat harus melalui ijtihad ulama dengan mengedepankan Al-Qur’an dan
hadith sebagai pijakannya. Seorang khalifah tidak memiliki kewenangan
dalam membuat kebijakan tanpa persetujuan umat. Apabila dikemudian hari
ada pelanggaran aturan olehnya, maka pengadilan yang berhak melakukan
tindakan adalah Mahkamah Madzallim sebagai pemberi sanksi dan berhak

menggantinya.®

Konsepnya mengenai khilafah, mengandung banyak kontroversi
dikalangan masyarakat luas. Langkah yang dilakukan HTI dalam
merealisasikan tujuan utamanya yaitu khilafah, ditempuh melalui jalur
partai politik Islam sebagai langkah taktis dalam mengganti sistem negara.
Hal ini ditempuh tanpa melalui tahapan menjadi partai politik di negara kita.
Partai politik setidaknya memiliki kepengurusan minimal 50% dari
keseluruhan propinsi dan dari jumlah kabupaten minimal 50%. Secara
syarat hukum, ormas ini tidak memungkinkan untuk disebut partai, juga saat
itu statusnya masih sebagai organisasi massa. Meskipun demikian, ormas
ini menghindari wilayah politik praktis dengan langsung terjun pada jajaran
birokrat. Terlihat disini pertentangan dilematis bahwa ormas tersebut

menginginkan kedaulatan bernegara umat Islam dengan menempuh jalur

3 Hizbut Tahrir, Mengenal Hizb Tahrir Partai Politik Islam Ideologis (Jakarta: Pustaka
Thariqul 1zzah, 2000), 20.



subversi yaitu, mobilisasi massa sebagai upaya penggulingan kekuasaan

dengan tanpa ketentuan yang berlaku.*

Dalam mengembangkan gerakannya, HTI melakukan ekspansi
ideologi dengan melalui tiga fase yaitu, Tatsqif (Indoktrinasi), Tafa ul
(Pengarahan) dan Istilamul Hukmi (Pengambilalihan Kekuasaan). Pertama,
fase Tatsqif (Indoktrinasi) yaitu upaya penanaman indoktrinasi melalui
dengan memberi pemahaman yang benar sesuai dengan haluan ideologi
Hizbut Tahrir. Kedua, fase Tafa’'ul (Pengarahan) yaitu penyatuan dan
pengarahan tujuan bahwa masalah utama degradasi umat Islam menjadi
masalah bersama diseluruh dunia. Dalam fase ini, kader diharuskan untuk
mendakwahkan hasil pemahaman kepada khalayak umum.® Konsep
indoktrinasi semacam itu membuat kader berkeyakinan kuat untuk
mempertahankan ideologinya. Inilah yang kemudian membuat para kader
sulit menerima pendapat orang lain yang bertentangan dengan
keyakinannya. Ketiga, fase Istilamul Hukmi (Pengambilalihan kekuasaan)
yaitu penerapan konsep khilafah pada negara yang hendak dijadikan sebagai
pusat negara Islam yang kemudian menjadi rujukan dakwah Islam diseluruh

dunia.

4 1bid, 25.
5 Hizbut Tahrir, Strategi Dakwah Hizbut Tahrir (Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2000),
57.



Dalam perkembangannya, HTI mengalami tantangan yang luar
biasa. Sejak orde baru hingga saat ini, polemik dari berbagai kalangan masih
terus berlangsung.® Mulai dari ormas Islam yang lain hingga pemerintah,
menolak seruan ideologi yang ditawarkan. Fakta yang mendukung untuk
pembubaran ormas ini didukung adanya Perpu UU. No.2 tahun 2017
tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dijelaskan lebih detil mengatur
tentang organisasi anti-pancasila. Ormas ini berapologi ketika disebut
organisasinya tidak bertentangan dengan Pancasila. Meski demikian,
pembubaran ormas ini merupakan langkah awal yang perlu dipersiapkan
pemerintah untuk menyusun strategi pencegahan transformasi gerakan yang
dilakukan olen HTI.” Berdasarkan analisis sementara dari wacana diatas,
ada tiga kemungkinan yang akan terjadi yaitu, pertama HTI berganti wajah
menjadi organisasi baru, kedua akan menempel pada partai politik yang
memiliki kesamaan ideologi, ketiga akan melakukan dakwah virtual melalui

situs web maupun sosial media.

Dakwah virtual merupakan fenomena transformasi dakwah yang
terjadi dari dunia nyata ke dunia maya. Fenomena cyberspace atau ruang
maya menjadi kebiasaan baru yang diadaptasi masyarakat post-modern
untuk membantu segala aktifitasnya, termasuk dalam hal beragama. Iklim

yang ada di dunia maya adalah percepatan perubahan informasi yang

® Abdul Qohar dan Kiki Muhammad Hakiki, “Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional
HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran”, Jurnal Kalam, VVol.11 No.2 (Desember 2017),
384.

7 1bid, 389.



efisien. Oleh karena itu, tantangan bagi seorang pendakwah adalah
menyampaikan pesan dakwah secara kreatif agar tetap mendapat tempat
bagi pengguna dunia maya. Salah satu tokoh cendekiawan muslim Nur
Cholish Majid berpendapat, “hadirnya teknologi canggih bernama internet
tidak perlu dihindari adanya. Dia mengatakan sebaliknya, jika kemudian
internet tidak dimanfaatkan dengan baik, maka kaum muslim akan
menyesal. Selain dakwah, internet mempunyai peran dalam menyediakan
segala bentuk data yang dibutuhkan, terlebih disini adalah sosial media yang
sampai saat ini paling dekat dengan masyarakat”.® Lebih dari itu, Stuart Hall
menambahkan bahwa salah satu dampak dari modernitas adalah berubahnya
tatanan sosial oleh inovasi teknologi. Baudrillad sebagai tokoh filsuf post-
modern juga bependapat, “saat ini kita mengalami candu fantasi yang
disimulasikan dalam sebuah layar dan terhubung satu sama lain”. Dapat kita
asumsikan bahwa disini internet dan sosial media telah berpengaruh

terhadap perkembangan dakwah masa kontemporer.®

Sosial media merupakan wadah komunikasi berbasis online yang
sering digunakan masyarakat post-modern. Didalamnya terdapat beragam
informasi yang dapat diakses di mana saja dan siapa saja. Kemudahan dalam
menggunakannya menjadi candu tersendiri bagi penggunanya. Sosial media

juga memberikan kemudahan kita untuk memproduksi informasi tanpa

8 Muhammad Yahya dan Farhan. “Dakwah Virtual Masyarakat Bermedia Online”. Jurnal
Briliant, Vol. 4 No. 2, (Mei 2019), 256.

° Dwi Astuti, Yanti. “Dari Simulasi Realitas Sosial Hingga Hiperrealitas Visual: Tinjauan
Komunikasi Virtual melalui Sosial Media di Cyberspace”. Jurnal IImu Komunikasi
Profetik. Vol. 8, No. 2, (Oktober 2015), 18.



perizinan yang rumit, cukup dengan mendaftarkan diri pada platform
tertentu dan dengan mudahnya kita menjadi bagian dari orang yang
memproduksi informasi di sosial media.’® Kita dapat mengakses sosial
media hanya dengan gadget. Jangkauan dari sosial media juga cukup luas
hingga mencapai antar negara. Sosial media mempunyai sub-wadah yang
disebut platform. Setiap platform memiliki kebijakan dan ketentuan
tersendiri bagi para penggunanya. Dilihat dari data yang dimiliki oleh
Hotsuite (We Are Social), platform sosial media yang sering dikunjungi
masyarakat Indonesia adalah Youtube, Facebook, Instagram dan Twitter.
Dari total keseluruhan masyarakat Indonesia yang berjumlah 272,1 juta,
setidaknya ada 160 juta pengguna sosial media yang aktif.!! Platfrom sosial
media teratas ditempati oleh Youtube sebanyak 88% pengguna, Facebook
ada 82% pengguna, Instagram ada 79% pengguna dan Twitter ada 56%

pengguna dari keseluruhan pengguna sosial media di Indonesia.

Youtube merupakan salah satu platform sosial media yang memiliki
peran penting dalam menyebarkan wacana tentang agama.*? Media ini
menggunakan sistem algoritma yang mampu menampilkan ulang hasil
riwayat pencarian. Pencarian tentang agama misalnya, akan muncul sebagai

rekomendasi tayangan dibawah sadar penggunanya. Fasilitas youtube

10 Shinta Sri Handayani, “Regulasi Emosi Pengguna Media Sosial”, (Skripsi--Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2018), 2.

11 Hotsuite, We Are Social. https://hootsuite.com/. Diakses pada 25 September 2020 pukul
13.35.

12 pyji Harianto, “Radikalisme Islam dalam Media Sosial (Konteks Channel Youtube)”,
Jurnal Sosiologi Agama, vol. 12 No.2 (2018), 311.


https://hootsuite.com/

semacam ini memungkinkan penggunanya untuk ikut secara tanpa sadar
masuk ke dalam lingkaran Islam fundamental. Aktifitas yang demikian
jarang diwaspadai sebagai wacana yang destruktif. Wacana yang muncul
dari youtube, hendaknya melewati penyaringan yang ketat serta
mempertanyakan kredibilitasnya jika ingin dijadikan rujukan beragama.
Akibatnya, mobilisasi massa serta konsolidasi yang masif di youtube,
mampu mempengaruhi massa dan terindoktrinasi ke dalam lingkaran Islam
fundamental dalam waktu singkat. Ditandai komentar yang mendukung
adanya dakwah yang mudah dipahami serta kembali pada Al-Qur’an dan
Sunnah, gerakan Islam fundamental lebih diminati daripada yang lain.
Fenomena seperti itu, akan akan mempengaruhi pola pikir yang dilanjutkan
pada sikap dan perilaku yang akan memunculkan nilai intoleransi terhadap

gerakan Islam yang lain.*

Salah satu tokoh publik yang berdakwah melalui youtube adalah
ketua DPP HTI yaitu, Rokhmat S. Labib. Dalam videonya yang berjudul
“Khilafah adalah ajaran Islam” Labib menjelaskan, bahwa khilafah
merupakan suatu kebutuhan bagi umat muslim yang ditindas oleh sistem
yang dibuat oleh barat. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pandemi,
alternatif yang diajukan oleh sistem lain seperti sistem kapitalisme,
komunisme atau yang lain tidak mampu menjawab persoalan saat ini.

Optimisme Labib untuk mewujudkan cita-cita khilafah dengan menawarkan

13 M. Abd. Fatah, “Strategi Kontra Radikalisme di Kalangan Kaum Muda Muslim dalam
Program Positive And
Peace Cyber Activism”, (Tesis--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2020), 3.



alternatif yang dikira mampu memakmurkan umat muslim, menjadi
semakin tersulut. Seperti pada hadis Nabi Muhammad saw Yyaitu,
pemerintahan Jabriyah atau diktator yang menggunakan kekuasaan sebagai
kekuatan untuk mengkriminalisasi Islam adalah tanda kemunduran Islam.*
Semangat yang dikobarkannya sesuai dengan fakta yang ada dilapangan
bahwa ketertindasan umat muslim sebagai akibat dari kediktatoran
pemimpin. Maka dari itu menurut Labib, khilafah harus ditegakan atas dasar
perintah Allah yang tidak boleh diabaikan. Khilafah akan menjadi jawaban

atas kemunduran yang ada di dunia Islam saat ini.

. ldentifikasi dan Batasan Masalah
Penelitian yang berjudul, “Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia melalui
Sosial Media Youtube (Perspektif Teori Hegemoni Antonio Gramsci atas
Ajaran Khilafah Rokhmat S. Labib Channel)” berangkat dari identifikasi
masalah sebagai berikut:
1. Ormas Islam fundamental telah melakukan transformasi gerakan yang
masif melalui sosial media.
2. Dakwah virtual di sosial media menjadi salah satu rujukan dalam
beragama.
3. Efektifitas sosial media sangat berpengaruh dalam membentuk
paradigma terhadap ideologi tertentu.

4. Narasi subversif dibungkus melalui semangat nasionalisme.

nttps://www.youtube.com/watch?v=j06kSJHMOUE&list=PLcF7ianOY3TISFSNDUHJv
OLik1_on32YY &index=24. Diakses pada 08/12/2020 pukul 15.32.


https://www.youtube.com/watch?v=j06kSJHM0UE&list=PLcF7ianOY3TISF5NDUHJv0Lik1_on32YY&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=j06kSJHM0UE&list=PLcF7ianOY3TISF5NDUHJv0Lik1_on32YY&index=24

Agar penelitian ini tidak meluas hingga keluar konteks, peneliti
ingin membatasi penelitian ini pada upaya hegemoni publik yang dilakukan
ketua DPP HT1 pada akun youtube yaitu, Rokhmat S. Labib channel. Dalam
dakwahnya di youtube, Rokhmat memberi pemahaman bahwa khilafah
merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan lagi.

C. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas peneliti ingin menjawab beberapa
persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana ajaran khilafah Rokhmat S. Labib channel dalam media
dakwah youtube?
2. Bagaimana ajaran khilafah Rokhmat S. Labib channel dalam media

dakwah youtube menurut analisis hegemoni Gramsci?

D. Tujuan Penulisan
Persoalan yang ada di rumusan masalah akan dijawab oleh peneliti
dengan menjelaskan beberapa poin sebagai berikut:
1. Menjelaskan ajaran khilafah Rokhmat S. Labib channel dalam media
dakwah youtube.
2. Menjelaskan ajaran khilafah Rokhmat S. Labib channel dalam media
dakwah youtube menurut analisis hegemoni Gramsci.
E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memliki beberapa manfaat yang penting untuk
menunjang khazanah keilmuan Islam. Secara teoritis ada dua manfaat yaitu,

pertama sebagai basis untuk mengkaji konsep negara dan sistem khilafah
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yang ditawarkan HTI. Kedua sebagai wawasan bersama bahwa sosial media

telah berperan dalam mengubah ideologi individu atau kelompok. Ketiga,

sebagai bahan analisa dalam mempelajari konsep khilafah Rokhmat S.

Labib yang disampaikan dan melalui channel youtube.

. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian terkait judul diatas, peneliti perlu

mengkaji beberapa sumber yang sama. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi

kesamaan dalam penelitian yang sama pada

objek kajian yang berbeda.

Beberapa literatur yang ditemukan peneliti adalah sebagai berikut:

No. | Nama Judul Diterbitkan Temuan Penelitian
1. |Ihdal Relasi Media Vol. 1 No.2 Juli{ Peneliti menemukan adanya
Minan Massa dan [Desember 2016 kajian tentang media massa
Dakwah (Al-Balagh) yang mempunyai peran penting
Kontemporer |IAIN Surakarta dalam  mencari  infromasi

tentang agama. Media juga
mengandung nilai manipulatif
yang digunakan untuk
mencapai kepentingan individu
atau kelompok tertentu. Di era
saat ini, media bahkan menjadi
standarisasi dalam mempelajari

agama.®

15 Minan, “Relasi,,”, 199.
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2. Ferdi

Arifin

Mubalig
youtube dan
Komodifikasi
Konten

Dakwah

Vol. 1 No. 9 Januari-
Juni 2019
(Al-Balagh)

IAIN Surakarta

Youtube merupakan salah satu
platform sosial media yang
sering digunakan masyarakat
Indonesia. Mubalig
mengunggah konten berisikan
dakwah agama Islam secara
bebas dan terbuka. Artinya,
siapapun boleh membagikan
pemahamannya tentang agama
di youtube. Hal demikian
mengandung kontradiksi
tentang kredibilitas seorang
mubalig, bahkan jika kemudian
dakwah tersebut di monetisasi,
hal tersebut mampu
mempengaruhi orientasi dalam
berdakwah. Youtube mampu
menjadi  alternatif  dakwah
dengan tetap memperhatikan
kecenderungan pesan dakwah

yang disampaikan mubalig.®

16 Arifin, “Mubalig Youtube,,”, 92 dan 96.
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3. |Yogi
Ridho

Firdaus

Dakwah

melalui

Konten Video

Ceramah

dalam Media

Youtube

Skripsi,

Salatiga (2018)

IAIN

Youtube menyediakan segala
macam  informasi  terkait
wawasan  keislaman  yang
dibutuhkan sebagai alternatif
refrensi mempelajari agama.
Kemudahan akses  yang
diberikan oleh pihak youtube,
memungkinkan penggunanya
secara praksis memahami dan
menerapkan konten dakwah
yang ada didalamnya. Efisiensi
dakwah di youtube merupakan
bentuk manifestasi ketertarikan
pengguna pada dakwah virtual.
Meskipun demikian, youtube
tidak bisa dijadikan pedoman
dalam beragama karena kita
tidak bisa melacak sanad
keilmuannya dan mengetahui
betul bagaimana karakteristik

mubalig.t’

7 Firdaus, “Ceramah Youtube,,”, 24.
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4, Imam

Muslim

Peran
Teknologi
dalam
Pembentukan
Hegemoni
Global  dan
Implikasinya
terhadap Etika

Islam

Skripsi, Uin

\Walisongo (2018)

Teknologi telah memberikan
dampak yang signifikan dalam
membentuk hegemoni global
berdasarkan  analisa  yang
dilakukan  peneliti  dengan
menggunakan teori Antonio
Gramsci. Keberadaan teknologi
mampu mengubah kontruksi
sosial yang telah ada
sebelumnya dan memasuki
kebudayaan = melalui  jalur
commonsense. Secara tidak
langsung, teknologi mampu
menjadi kontrol atas pola pikir
dan perilaku penggunanya
sehingga menimbulkan dampak
yang serius.’®  Kecanggihan
teknologi digunakan sebagai
alat untuk melangsungkan
kepentingan kelompok tertentu
dengan menyebarkan ujaran

kebencian, intoleransi agama

18 Muslim, “Pembentukan hegemoni,,”, 81.
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lain dan mobilisasi massa yang
masif. Seperti halnya kasus
terorisme di Timur Tengah

melakukan aksi teror bom dan

transaksi senjata untuk
melakukan aksi penyerangan
kelompok tertentu.
M. Abdul| Strategi Tesis, UIN Sunan Wacana radikalisme telah
Fatah Kontra Ampel Surabaya menyebar dikalangan kaum
Radikalisme |(2020) muda melalui media sosial.
Dikalangan Program Positive and Peace
Kaum Muda Cyber Activism mampu meng-
dalam counter gerakan Islam radikal
Program di media sosial. Melalui narasi
Positive and tentang perdamaian,
Peace Cyber membentuk jaringan cyber

Activism

activism yang berpengaruh
pada khalayak umum, hingga

pelatihan  membuat konten

kajian Islami.  Orientasinya

adalah mencetak generasi muda

sebagai  pendakwah

yang

mengkampanyekan nilai
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pengguna agar

mempertahankan

bangsa.'®

membangun nalar

mengandung  narasi

moderat dan santun serta

kritis

dapat

memfiltrasi  informasi  yang

negatif

secara tidak sadar. Program

tersebut berperan aktif dalam

ideologi

G. Jenis dan Metodologi Penelitian

Pada sub-bab akan diulas tiga komponen penting yang berkaitan
dengan metodologi penelitian dalam menganalisa kegelisahan®® akademis
sebagaimana paparan diatas. Mendasarkan youtube sebagai fokus
pembahasan, maka penelitian ini bersifat kualitatif yaitu, penelitian yang
berbasis data dan dianalisis secara deksriptif.

1. Metode
Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
kualitatif-deskriptif. Peneliti akan mencoba menggali data lebih dalam
dengan memaksimalkan sumber yang menjadi rujukan munculnya

permasalahan akademis.

19 Fatah, “Kontra Radikalisme,,”, 5.
20 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV
Jejak, 2018), 39.
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2. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan adalah filsafat sosial dan
politik. Diangkat dari permasalahan bahwa ada pertentangan dua kelas
yaitu, pertama kelas yang mendominasi dan kedua ada kelas yang
didominasi dalam sebuah negara. Penulis tertarik untuk melakukan
analisis pada kontradiksi tersebut. Kesenjangan yang terjadi diantara
keduanya memunculkan respon yang menarik untuk dikaji lebih dalam.
Melalui jalur kebudayaan, konsep pertahanan dan serangan yang

dilakukan kedua belah pihak, dilakukan secara tanpa kekerasan.

3. Teori

Teori yang digunakan dalam menganalisa masalah yang telah
dipaparkan diatas adalah teori hegemoni dari tokoh neo-marxis yaitu,
Antonio Gramsci. Teori ini digunakan untuk membedah bagaimana
konsep hegemoni bekerja dan respon terhadapnya. Titik penekanannya
pada nilai kultural (ideologis) yang dapat menjadi kontrol sosial
sekaligus menjadi paradigma masyarakat secara konsensus agar kelas
yang berkuasa tetap berada diposisinya. Hegemoni tidak hanya terjadi
dilingkup negara dengan masyarakat sipil, melainkan secara umum kita
temui dalam komunikasi antarkelas masyrakat sipil dengan masyarakat

politis.
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H. Penggalian Data
Dalam penelitian ini, dibutuhkan sumber data yang kredibel dengan
objek kajian penelitian, sehingga dalam mengkaji dan menganalisis data
berdasarkan landasan yang tepat sasaran. Disini sumber data dibedakan
menjadi dua yaitu, primer dan sekunder.
1. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang mempunyai hubungan kuat dengan
isi pembahasan yaitu Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia melalui Sosial
Media Youtube (Perspektif Teori Hegemoni Antonio Gramsci atas Ajaran
Khilafah Rokhmat S. Labib Channel). Data primer yang dikumpulkan
berdasar pada data video dalam kanal youtube “Rokhmat S. Labib” yang
berisi kajian tentang dakwah Islam, salah satunya berisi tentang konsep
khilafah.
2. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung
dari kajian yang dilakukan peneliti. Data sekunder ini bisa berupa jurnal,
buku-buku maupun literatur lain yang mempunyai relevansi dengan objek
kajian. Data ini misalnya Khusnul Khotimah, “Hizbut Tahrir Sebagai
Gerakan Sosial (Melihat Konsep HT mengenai Negara)”, Jurnal Esensia,
Vol. 15, No. 1 (2014), Nezar Patria, “Antonio Gramsci: Negara dan

Hegemoni”, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999, dan lain-lain.
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Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul, “Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia melalui
Sosial Media Youtube (Perspektif Teori Hegemoni Antonio Gramsci atas
Ajaran Khilafah Rokhmat S. Labib Channel)” akan dijelaskan secara
sistematis melalui penjelasan per-bab sebagai berikut.

Bab pertama, menjelaskan tentang hal dasar sebagai pijakan peneliti
hendak membawa kemana dan seperti apa kajian ini kedepan. Susunan
bahasan yang dimulai dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian
terdahulu dan metode penelitian yang diaplikasikan untuk menjawab
problem akademis, hingga alur pembahsasan antar-bab.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan pemikiran peneliti dalam
menganalisa suatu permasalahan yang kompleks mulai dari historisitas
HTI-pasca pembubaran, transformasi dakwah di sosial media (youtube) dan
efektifitasnya, teori hegemoni Antonio Gramsci secara keseluruhan.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran umum dari scope
penelitian dan objek kajian. Memaparkan data mengenai biografi dan latar
belakang sosial Rokhmat S. Labib, memaparkan data spesifik tentang tujuan
penggunaan sosial media yang digunakan Labib yaitu, akun youtube sebagai
kampanye sistem khilafah. Menguraikan data tentang tanggapan atau
respon pengikutnya di youtube.

Bab keempat, menganalisa fungsi youtube sebagai media untuk

mempropaganda masyarakat secara umum maupun khusus secara efisien
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dan efektif. Menganalisa konsep khilafah Rokhmat S. Labib secara umum
dan menganalisa konsep teresebut dengan menggunakan teori Antonio
Gramsci tentang hegemoni.

Bab kelima, berisi tentang hasil akhir berupa kesimpulan dari kajian
data keseluruhan dengan menggunakan pisau analisa teori hegemoni

Gramsci untuk memecahkan permasalahan pada objek kajian.
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BAB II
KERANGKA TEORI
A. Hizbut Tahrir Indonesia

1. Latar Belakang Berdirinya HTI

Hizbut Tahrir (HT) merupakan organisasi yang mendasarkan diri pada
politik berideologi Islam. Nama Hizbut Tahrir terdiri dari dua suku kata
yakni, Hizb dan at-Tahrir. Masing-masing kata tersebut mempunyai makna.
Kata Hizb berarti golongan yang berasaskan ideologi. Ideologi merupakan
landasan dasar yang diyakini pengikutnya dan menjadi kepentingan bersama
dalam lingkar sosial. Kata at-Tahrir mempunyai arti pembebasan.
Pembebasan ini mempunyai arti luas, jika dilihat dari kiffah as-siyasi,
pembebasan umat dari segala sistem yang dibuat orang kafir meliputi
kebudayaan, politik, ekonomi dan militer. Pendirinya bernama Tagiyuddin
an-Nabhani yang merupakan ulama berpengaruh di Palestina. Beliau lulusan
Universitas Al-Azhar Mesir dan juga sempat menjadi hakim di Mahkamah
Isti’raf Palestina.?! Berdirinya dilatarbelakangi oleh peristiwa yang dialami
Palestina, anomali sistem pemerintahan dan serangkaian agenda politik yang
terjadi sama sekali melenceng dari hukum Islam, oleh karena itu HT menjadi
tertantang untuk membangkitkan kembali masa kejayaan Islam dan

berdakwah ke seluruh dunia. Menurutnya, saat ini umat Islam sedang

21 Samarah, Ihsan. Biografi Singkat Tagiyuddin al-Nabhani (Bogor: Al-1zzah Press,
2002), 4.
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mengalami kemunduran yang diakibatkan sekulerisme yang memiliki kesan

dominasi kuat pada setiap sisi pemerintahan.??

Kemunduran Islam telah dimulai sejak Perang Dunia | pada tahun
1914-1917 M. Menteri Luar Negeri Inggris bernama Balfour menyerahkan
tanah air Palestina sebagai imbalan pada Yahudi Zionis yang telah membantu
Inggris dan Amerika selama perang berlangsung. Pada tahun 1848 Israel
berhasil menyatakan kemerdekaanya dan diakui oleh PBB dan Amerika.
Sejak saat itu, Islam mengalami kemerosotan yang cukup signifikan dalam
menghadapi penjajah yang ingin menghancurkan Palestina. Hal inilah yang
membuat umat Islam menjadi terbatas gerakannya dalam memerdekakan
dirinya sendiri.

An-Nabhani yang menjadi saksi sejarah dari serangkaian peristiwa di
Palestina, merasa tergugah dalam mengembangkan proyek pembebasan
melalui pendirian HT yang bertujuan memerdekakan tidak hanya umat Islam
di Palestina, tetapi seluruh dunia.?® Dia mengamati bahwa negara Islam belum
muncul sebagai pusat yang dijadikan pedoman dalam membangkitkan umat
Islam. Dia juga ingin menjalankan kembali sistem pemerintahan dengan
berpegang teguh pada syara’ Islam.

Pada masa Orde Baru yaitu awal tahun 1983, Hizbut Tahrir masuk ke

Indonesia dibawa oleh K.H Abdullah Nuh, seorang tokoh ulama yang

22 M. Riza Sihbudi dan Achmad Hadi, Palestina: Solidaritas Islam dan Tata Politik
Dunia Baru (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), 103.

2 Mardiyansyah Mulyaji, “Taqiyuddin An-Nabhani 1953-1977: Suatu Tinjauan Historis
tentang Perjuangannya di Hizbut Tahrir Palestina”, (Skripsi—Fakultas Adab dan
Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 2.
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bertemu dengan Abdurrahman al-Baghdadi di Australia. Pertemuan itu
berlanjut setelah al-Baghdadi diajak tinggal di Indonesia oleh K.H Abdullah
bin Nuh. Mereka tinggal di Bogor dan mulai berdakwah ke beberapa kampus
tentang ajaran Hizbut Tahrir. Salah satu kampus yang mereka masuki adalah
IPB Bogor yang kemudian membentuk komunitas kecil untuk menjalin
komunikasi emosional dan menjelaskan ajarannya. Dari sinilah ekspansi
wilayah yang dilakukan tidak hanya berlangsung di Bogor saja, akan tetapi
kampus lain seperti UNPAD, IKIP Malang, UNAIR, UNHAS dan kampus
lain yang berada di Indonesia. Ismail Yusanto sebagai juru bicara HTI
mengatakan, bahwa “kami di kampus umum lainnya mempunyai massa
cukup banyak”. Kaum intelektual muda menjadi target sasaran karena
memiliki semangat militansi serta kreativitas dalam mengembangkan dakwah
Islam.2*

Selama Orde Baru, HTI melakukan gerak terbatas pada dakwahnya
secara sembunyi-sembunyi. Pada rezim ini, segala aktifitas subversif yang
melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah akan “hilang tanpa
jejak”. Secara kuantitas anggota dan struktur kepengurusan dari HTI tidak
diketahui khalayak luas. Intimidasi semacam ini, membuat anggotanya
menutupi identitasnya serta menggunakan nama samaran untuk tetap bisa

bertahan hidup hingga sekarang.?

24 Ismail Yusanto, “Berdirinya Khilafah Islamiyyah tidak utopis”, Majalah Madina, Vol.
3 No.11, (November 2008), 24.

2 Mubarok, M. Zaki. Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan
Prospek Demokrasi (Jakarta: LP3ES, 2008), 243.
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Setelah masa Orde Baru habis, HTI menghirup udara segar dalam
melangsungkan aktifitasnya mengembangkan dakwah Islam. Selanjutnya,
setelah perjuangan lama akhirnya HTI resmi mendapat pengakuan negara
pada pemerintahan SBY dengan mengesahkan UU Nomor 17 Tahun 2013 dia
mendapatkan legitimasi hukum dari negara sebagai organisasi politik Islam
yang melegalkan gerakannya di Indonesia. Kemudian arah gerak dakwahnya
dilakukan mulai terang-terangan dengan menggunakan media yang ada
sebagai basis penunjang dakwah.?®

Pertentangan gagasan dan pemikiran mengenai peraturan yang tidak
sesuai dengan konsep dasar Islam, secara terang-terangan ditolak HTI
berdasarkan argumen yang diyakininya. Segala macam bentuk kepentingan
yang dilangsungkan imperialis kafir ditentang sebagai bentuk penindasan
terhadap umat Islam. Perjuangan dalam memerdekakan umat Islam dari
pengaruh Barat, dikaji dan dipelajari betul sehingga nantinya akan mengubah
seluruh tatanan sosial, ekonomi maupun politik hingga termasuk hal yang
paling fundamental sekalipun.?’

Arah gerak HTI berfokus pada kesadaran masyarakat dalam berpolitik
yang menggunakan hukum dasar Islam yakni berupa, syariat Islam.?®

Argumennya mengenai syariat Islam adalah sebagai problem solving dari

% Kurniawan Abdullah, “Gerakan Politik Islam Ekstraparlementer: Studi Kasus Hizbut
Tahrir Indonesia”, Tesis—Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik, Universitas Indonesia,
2003), 49.

27 Hizbut Tahrir. Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis, (Bogor: Pustaka
Thoriqul 1zzah, 2000), 24.

2 Ahmad Syafi’l Mufid, ed., Perkembangan Keagamaan Transnasional di Indonesia
(Jakarta: Badan Litbang dan Diktat Kementerian Agama RI, 2011), 5.
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masalah yang dihadapi sehari-hari. Gerakan ini sejalan dengan fungsi politik
sebagai wadah yang menaungi segala kepentingan masyarakat. Beberapa
gerakannya berhasil mendapat perhatian publik saat dilangsungkannya aksi
meminta pemerintah menerapkan syariat Islam pada siding tahunan MPR
2002. Aksi tersebut dilanjutkan dengan melakukan long march dari titik awal
Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia dengan membawa massa 20.000
anggota penegakan syariat Islam dan khilafah. Perkembangannya terlihat
dengan masifnya gerakan HTI dalam melangsungkan agenda ruang publik
seperti diskusi maupun kajian Islami lainnya.
. Konsepsi Politik dan Khilafah perspektif HTI

Politik menurut Hizbut Tahrir adalah segala urusan yang mengatur
tentang tata kelola negara, merawat dan menjaga segala yang terkandung
didalamnya terutama berbuat adil terhadap umat. Segala agenda politik dalam
maupun luar negeri dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan
berlandaskan ideologi tertentu. Ideologi yang dianut oleh suatu negara akan
menjadi pengaruh terhadap segala kebijakan yang akan diambil oleh kepala
negara dalam menemukan maslahat diantara umatnya.?®

Umat secara implisit harus mengkaji dan memahami mulai dari rencana
strategi politik hingga implementasinya dalam bernegara. Prasyarat utama
dalam memahami esensi konstelasi politik dunia, menjadi penting dalam

membangun kerangka bergerak menegakan khilafah dan mendakwahkan

2 Tagiyuddin An-Nabhani, Konsepsi Politik Hizbut Tahrir ed. Mu’tadamdah (Jakarta:
HTI Press, 2005), 7.
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Islam ke seluruh dunia. Konstelasi politik yang akan diterapkan dalam setiap
negara harus bersifat universal dan fleksibel. Hal ini disebabkan karena setiap
negara mempunyai latar belakang yang berbeda dalam menerapkan konsep
khilafah. Perubahan yang terjadi dikemudian hari, serta memperhatikan
segala aspek yang menghambatnya akan menjadi evaluasi bersama.*

Dalam pandangan Hizbut Tahrir ideologi yang tidak tepat, ditentang
dengan tanpa kekerasan maupun penyesuaian diri dengan jalan kompromi,
diplomasi atau semacamnya. Jalan yang ditempuh HTI adalah dengan
mengajak birokrasi melakukan transparansi dan diskusi publik. Peran yang
diambil adalah menjadi oposisi dalam setiap kebijakan yang diterapkan oleh
penguasa. Segala kesalahan dalam sistem demokrasi, dikritik berdasarkan
bukti yang mendukungnya untuk menunjukkan pergulatan kapitalistik yang
mengintervensi negara. Hadirnya HT sebagai solusi dari keterpurukan sistem
yang akan mengubah masyarakat dan menjadikan Islam sebagai satu-satunya
solusi dari masalah yang selama ini terjadi.!

Aktifitas HTI seluruhnya bersifat politis dengan klaim bahwa politik
bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, politik bisa membawa
dampak perubahan yang mendasar dimulai dari konstruksi yang keliru atas
penafsiran politik selama ini. Sejak awal dibentuk sebagai organisasi politik,
HTI menghindari wilayah politik praktis sebagai partai politik resmi maupun

sebagai yang mencalonkan diri pemangku kepentingan umat. Hal ini

%0 Ibid, 8.
31 Hizbut Tahrir Indonesia, Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, (Jakarta: Hizbut
Tahrir Indonesia, 2009), 69.
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disebabkan karena HTI lebih terfokus pada pembinaan kader dan umat.®?
Fokus gerakannya tidak pada mendapatkan kekuasaan, namun lebih pada
kritik terhadap sistem yang salah. Meskipun demikian, stigma yang muncul
di masyarakat bahwa HTI akan mengkudeta penguasa saat ini, tidaklah
dibenarkan. HTI hanya menginginkan sistem yang digunakan saat ini yaitu

demokrasi, agar diganti dengan sistem khilafah.

Sebelum kita mengetahui tentang khilafah lebih dalam, terlebih dahulu
kita ketahui bersama dimana letak perbedaanya dengan sistem negara lainnya.
Didalam bukunya Tagiyuddin An-Nabhani terjemahan Indonesia oleh
Maghfur Wachid yang berjudul, “Sistem Pemerintahan Islam, Doktrin
Sejarah dan Realitas Empirik” menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang
memiliki suatu tatanan sistem pemerintahan dan memiliki hak untuk
mendirikan negara yang berbasis syariat Islam.*® Dalam buku tersebut
dijelaskan, monarki tidak tepat diterapkan, karena pewarisan tahta tidak
kepada semata keturunannya. Bukan pula republik dengan demokrasinya
yang mengatasnamakan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Bukan
juga sistem kekaisaran, karena memberi hak penuh kuasa kepada raja atau
ratu untuk mengatur pemerintahan dan tata kelola negara secara terpusat.
Apalagi dalam hal ini federal yang memberikan otonomi pada masing-masing

daerahnya untuk mengatur segala kebijakan yang berada pada wilayah

32 |bid, 70.

33 Farid Hadjiry, Tata Negara Islam menurut Tagiyuddin al-Nabhani, dalam,
http://www.khabarislam.com/tata-negara-islam-menurut-tagiyuddin-an-nabhani.html
diakses pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 16.52.
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tersebut. Maka Tagiyuddin berpendapat, hanya khilafah yang cocok dan
tepat sebagai bentuk pemerintahan negara Islam.

Khilafah secara bahasa berarti menggantikan atau menempati
tempatnya. Khilafah mempunyai persamaan makna dengan imamah atau
imarah yang mempunyai makna kepemimpinan atau pemerintahan. Secara
istilah khilafah berarti sistem yang memimpin seluruh kaum Muslim di dunia
untuk menjalankan syari’at Islam dan mendakwahkan Islam ke seluruh dunia.
Khilafah mempunyai fungsi penting dalam menjalankan aktifitas HTI pada
wilayah politik praktis. Fungsinya adalah untuk menegakkan syariat Islam
yang merata, adil dan makmur bagi setiap kaum Muslim di dunia.®* Sistem
ini mempunyai penekanan bahwa sistem politik Islam berupa khilafah, sama
sekali bukan merupakan kehendak dari manusia. Segala aturan mengenai
baik-buruk, benar-salah, halal-haram ditentukan oleh syariat Islam yang

menduduki kedaulatan tertinggi yaitu, Allah SWT.

Urgensi menegakan sistem khilafah adalah perintah agama seperti yang
pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan
landasan dasar sebagai berikut:

1. Tauhid atau mengesakan Allah SWT. Dalam Al-Qur’an diterangkan
sebagai berikut:

Artinya: “Katakanlah Dia adalah Allah Yang Maha Esa” (Qs. Al-

Ikhlash:1).

34 Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi (Jakarta: HTI
Press, 2008), 20.
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Artinya: “Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa” (Qs. Al-

Bagarah:163).

. Derajat manusia adalah sama. Perbedaan dari manusia satu dengan yang

lain adalah ketagwaannya.
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia diantara kamu
disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu” (Qs. Al-

Hujarat:13).

. Ukhuwah Islamiyyah sebagai prinsip untuk mempersatukan umat Islam

di dunia.
Artinya: “Dan berpegang teguhlaj kamu sekalian pada tali (agama)

Allah dan janganlah kamu bercerai berai” (Qs. Ali Imran: 103).

. Musyawarah diantara umat untuk mencapai mufakat merupakan bentuk

implementasi kedaulatan rakyat.
Artinya: “Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah

antara mereka” (Qs. Asy-Syura:38).

. Keadilan dan kesejahteraan bagi umat secara keseluruhan.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan” (Qs. An-Nahl:90).%

Semangat untuk mengembalikan Islam tidak hanya bertumpu pada

kelima prinsip diatas, bahkan lebih detail pada masalah identitas muslim. Hal

ini kemudian memberikan legitimasi pada seseorang yang ikut serta

3 Muzilanto, dkk., Modul Figih Kelas XII Madrasah Aliyah, (Solo: Akik Pustaka, 2009),

5.
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memperjuangkan negara Islam yang bisa disebut muslim dan meniadakan
yang lain. Konsep seperti ini didapatkan pada penafsiran firman Allah yang
tercantum dalam surat Al-Bagarah: 208.
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua dalam Islam
secara kaffah dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Khilafah dipimpin oleh sesorang khalifah yang diberi amanah untuk
menjalankan, mengatur dan mengelola pemerintahan sesuai hukum Islam.
Khalifah dipilih umat melalui atau tanpa perwakilan (Majelis Syuro’) dengan
diakhiri sumpah atau baiat dalam menjalani masa kepemimpinannya. Baiat
diselenggarakan atas keikhlasan dan sesuai dengan hati nurani umat, karena
yang akan dipilih sebagai khalifah membawa harapan besar bagi kaum
Muslim. Selain itu, seorang khalifah wajib memenuhi persyaratan
administrasi yang ditentukan bersama (mufakat). Kebijakan yang akan
dibuatnya harus melewati tahapan tertentu seperti, musyawarah dan meminta
pendapat ulama sebagai landasan pijak agar mencapai kesejahteraan.® Dalam
sistem khilafah Islamiyyah ini setiap orang bisa mengontrol dan mengoreksi
jalannya masa pemerintahan dibawah naungan khalifah. Islam
memerintahkan untuk bersikap adil kepada rakyatnya. Suatu hal yang
mengakibatkan khalifah dimakzulkan adalah bentuk implikasi umat agar

terhindar dari pemimpin yang dzalim. Selanjutnya, dalam menjalani masa

3 Khusnul Khotimah, “Hizbut Tahrir sebagai Gerakan Sosial: Melihat Konsep HT
mengenai Negara”, Jurnal Esensia, VVol. 15, No.1 (2014), 76.
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kepemimpinannya terdapat kesalahan, maka yang mempunyai otoritas untuk
menegur adalah Majelis Mazhallim.

Tujuan yang dicita-citakan HTI sebagaimana yang dipaparkan diatas,
diikuti strategi dalam berdakwah di masyarakat. Dalam menyebarkan
dakwahnya, HTI menggunakan tiga strategi dakwah yang sangat efektif
dalam penjaringan kader baru.

1. Fase Tatsqif (Pembinaan Kader). Pada fase ini kader baru dikenalkan
dengan mengundang orang untuk datang ke pengajian atau majelis yang
biasanya diadakan di serambi masjid. Fase ini ditujukan untuk
mengindoktrinasi kader baru agar meyakini apa yang diajarkan oleh
penceramah.

2. Fase Tafa'ul (interaksi dengan masyarakat). Pada fase ini adalah masa
perjuangan para kader atau anggota untuk berdakwah di masyarakat
yang memiliki latar sosisologis yang penuh tantangan. Fase ini juga
merupakan perjuangan dua sisi yaitu, sisi dakwah dan politik. Artinya
disini kader ditantang untuk mengubah paradigma masyarakat yang
samar akan identitasnya sebagai muslim dan untuk meluruskan kaidah
atau norma yang bertentangan dengan Islam.

3. Fase Istilamul Hukmi (Penerimaan kekuasaan). Fase ini bertujuan untuk

mempraktekan Islam secara praksis kepada masyarakat. Secara
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sederhana, masyarakat telah percaya bahwa HTI membawa konsep
Islam yang benar.*’
3. Perjalanan Dakwah hingga Pembubaran HTI
Perjalanan dakwah yang dilakukan HTI mengalami tantangan,
hambatran dan kendala yang luar biasa. Tantangan tersebut disebabkan oleh
ketakutan Barat menghadapi benih kejayaan Islam yang dilakukan oleh
gerakan Islam. Wacana publik mengarah pada stigma yang diberikan kepada
HTI yang diprediksi akan mengancam di masa yang akan datang. Disisi lain,
tantangan dari dalam seperti organisasi Islam yang lain, disebabkan karena
kegagalan dalam memahami secara komprehensif konsep yang diajukan
HT1.3 Beberapa diantara hambatan yang dialami adalah sebagai berikut:
1. HTI hanya berwacana dan tidak sungguh dalam menjalankan tujuan
awalnya.
Pada hakikatnya gerakan HTI lebih mengutamakan pada diskusi atau
kajian yang dilakukan secara masif pada majelis tertentu. Dasar
gerakannya juga atas perintah agama yang wajib bagi setiap umat Islam.
2. HTI hanya berpolitik tanpa berlandaskan akhlag.
Persepsi tersebut tentu muncul dari asumsi yang tidak dikaji secara
mendalam berdasarkan hukum Islam. HTI tentu mengutamakan

kepentingan umat dengan memperjuangkannya dihadapan masyarakat.

37 Hizbut Tahrir, Strategi Dakwah Hizbut Tahrir (Jakarta: Pustaka Thoriqul 1zzah, 2000),
57.

3 Fitriana Hasanah, “Peranan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Organisasi Islam Non-
Partisan (Dalam Perspektif Khilafah)”, (Skripsi--Uin Syarif Hidayatullah, 2016), 42.
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Langkah tersebut telah dikaji berdasarkan hukum Islam. Sebab, hanya
dengan demikian khilafah bisa tegak kembali.

3. HTI dianggap organisasi radikal dan berafiliasi dengan teroris.
Terorisme mulai digunakan Barat untuk mengadu domba diantara umat
Islam di dunia. Diikuti dengan stigma yang muncul pada opini publik
bahwa teroris bersifat radikal dan selalu menggunakan kekerasan.
Padahal menurut perspektif HTI, hal demikian sangat dilarang agama

dan haram dilakukan karena akan terjadi pertumpahan darah.

Seiring perkembangannya, aktifitas HTI mendapatkan masalah yang
tidak mudah diselesaikan. Namun gerakan untuk menegakan khilafah terus
dilakukan guna mengembangkan misi dakwahnya yang sudah tertulis pada
perintah agama. Melalui lingkaran diskusi dan kajiaan yang masif, serta
militansi yang kuat, membuat HTI mampu bertahan dan berkembang
diseluruh penjuru Indonesia. Meskipun demikian, dalam perspektif yang
berbeda, menurut pemerintah HTI telah berlawanan dengan ideologi
Pancasila yang diterapkan di Indonesia.®

HTI pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dibubarkan dengan
pertimbangan tertentu. Pembubaran tersebut dilandasi komitmen Nawacita
yang terdapat pengembangan demokrasi, nasionalisme kebinekaan, konstitusi
dan Pancasila. Setelah melalui serangkaian kajian, Kemenkopolhukam

mengindikasi bahwa ajaran HTI bertentangan dengan ideologi bangsa dan

% Al-Wa’ie, “Kiat Menghadapi Tantangan Dakwah”, https://al-waie.id/siyasah-
dakwah/cara-khilafah-menghadapi-tantangan-dari-para-musuhnya/ Diakses pada 5 Maret
2021.
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negara. Pada tanggal 8 Mei 2017, pengumuman tentang rencana pembubaran
telah tersebar luas dikalangan media massa.*® Faktor yang mendasari
pembubaran terbagi menjadi tiga. Pertama, HTI bersikap pasif dalam
pembangunan mencapai tujuan negara. Kedua, aktifitas HTI bertentangan
dengan ideologi dan hukum bernegara. Ketiga, kegiatan yang bersifat tegas
dianggap berbenturan dengan kultur daerah tertentu, sehingga dalam jangka

panjang akan mengancam keutuhan dan kesatuan negara.

Landasan dasar yang digunakan pemerintah dalam membubarkan HTI
awalnya menggunakan UU Nomor 17 Tahun 2013. Namun, UU ini dianggap
kurang tepat dalam menangani organisasi yang membahayakan keutuhan
NKRI. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 22 ayat 1
menyebutkan, bahwa presiden memiliki hal menetapkan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang dalam keadaan mendesak dan penting.
Kemudian UU Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi
kemasyarakatan dijadikan landasan dalam membubarkan HTI. Didalamnya
terdapat dorongan untuk kebebasan demokrasi yang muncul dari aspirasi
rakyat serta menjadi perangkat yang berpengaruh dalam berdemokrasi.
Akhirnya, pada tanggal 19 Juli 2017 HT1 secara resmi dibubarkan dan dicabut

legitimasi hukumnya.*

40 Sri Yunanto, Negara Khilafah Versus Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Jakarta:
IPPS, 2017), 147.
“1 |bid, 148.
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4. Pasca Pembubaran

Berkenaan dengan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Organisasi Kemasyarakatan dan berhasil membubarkan HTI secara
administratif, harus diingat bahwa membubarkan organisasi tidak sama
dengan menghilangkan apa yang dianggap pemerintah sebagai doktrin.
Penghilangan pengertian dari hati para simpatisan eks-HTI tentunya jauh
lebih sulit, ini merupakan tugas lain dari langkah awal pembubaran HTI.

Disisi lain dalam membicarakan dasar hukum yang mendukung
pembubaran HTI adalah UU tentang anti-subversi yaitu, UU Nomor 26
Tahun 1999. Berisi tentang larangan segala macam bentuk kegiatan yang
bersifat subversif berupa ancaman ideologi baru sebagai pengganti ideologi
negara yakni, Pancasila. Hal ini tentunya mengandung permasalahan yang
komprehensif. Sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi,
konsistensi sistem itu diuji dengan tidak melarang aktifitas eks-HTI.
Selanjutnya yang dilakukan adalah membina dan mengarahakannya, selama
itu tidak bersentuhan dengan tindakan kriminal dan anarkis. Pada sisi yang
berbeda, sikap pemerintah mendapat apresiasi dari berbagai ormas Islam dan
masyarakat sebagai bentuk ketegasan dari segala ancaman keutuhan negara.*?

Setelah memutuskan untuk membubarkan HTI, tantangan nyata bagi
pemerintah Indonesia sendiri adalah memastikan bahwa ideologi khilafah

juga ikut “terkubur” bersamanya. Tentu saja, ini tugas yang sangat sulit bagi

42 Syaiful Arif, “Pandangan dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia Dalam
Sistem Kenegaraan di Indonesia”, Jurnal Aspirasi, Vol.7, No.1 (Juni 2016), 94.
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pemerintah karena bayang-bayang tersebut masih ada disekitar kita. Jika
melihat pengalaman beberapa negara yang sebelumnya pernah dimasuki,
faktanya bahkan di negara tertentu pun anggota justru bisa bertahan dan
mempertahankan visinya, meski sudah dilarang oleh pemerintah. Misalnya di
Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Mesir, Turki, Bangladesh, dan Pakistan,
meskipun pemerintah menyatakan ilegal, para mantan anggota tetap
melanjutkan perjuangannya secara terselubung.

Apayang terjadi di Kyrgyzstan, Tajikistan dan Kazakhstan kemungkinan
besar terjadi di Indonesia. Apalagi jika Mahkamah Konstitusi menolak
gugatan atau pertimbangan hukum yang diajukan HTI dan organisasi
pendukung lainnya terhadap Perppu pembubaran Ormas. Bahkan, menurut
prediksi sejumlah pengamat politik, mereka memperkirakan mantan anggota
HTI akan membentuk ormas baru untuk mempertahankan pandangan
khilafah Islam yang selama ini tertutupi.*?

Kemungkinan terbentuknya ormas baru untuk menggantikan HT1 sangat
tinggi, karena meskipun kader atau simpatisan eks-HTI disebut ormas ilegal,
namun mereka tetap memiliki hak untuk bersatu kembali dan bersatu di
bawah perlindungan hukum ormas lain. Mantan juru bicara HTI, Ismail
Yusanto mengatakan, “mungkin tiba-tiba muncul dengan nama organisasi
baru yang mirip dengan HTI untuk menghilangkan kecurigaan pemerintah

terhadapnya”. Bagi HTI, hal ini sangat mungkin terjadi. Situasi ini serupa

43 Ainur Rofig Al-Amn, Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia.
(Yogyakarta: LKis, 2012), 58.
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dengan yang terjadi di negara-negara yang membubarkannya. Seperti yang
dikatakan Mohammad Igbal Ahnaf di beberapa negara, “mantan HT
seringkali memanfaatkan dan mengisi kekosongan lalu menjadi saluran bagi
kaum miskin yang tertindas dari kelompok etnis dan komunitas tertentu untuk
melawan”.

Setelah organisasi HTI bubar, kemungkinan lain bagi HTI adalah
mengubah arah dan bergabung dengan partai. Mereka akan mencari partai
yang memiliki ideologi yang sama atau mirip dengan ideologi HTI
sebelumnya, seperti PKS, PPP dan PAN. Ini akan terjadi jika mereka tidak
memperjuangkan dan mempertahankan ideologi mereka untuk membentuk
ormas. Mengingat parpol biasanya pragmatis dan tidak menganggap penting
identitas dan agama suatu kelompok, hal ini juga sangat mungkin terjadi.
Selama partai politik dapat memberikan keuntungan elektoral, terlepas dari
rekam jejak partai tersebut, partai tersebut akan secara terbuka bersedia
mengakomodasi partai tersebut, dan mereka bahkan dapat memberikan posisi
strategis kepada para pemimpin HTI dalam pengelolaan partai.*

Langkah bergabung dengan partai politik atau membentuk partai baru
tidak diragukan lagi merupakan langkah terakhir yang akan mereka tempuh
setelah kalah dalam perjuangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan jumlah
pengikut HT1 yang sangat banyak, bahkan lebih dari satu juta simpatisan yang

terorganisir dengan baik di seluruh Indonesia. Dalam rangka perencanaan

4 Tagiyuddin an-Nabhani, Pembentukan Partai Politik Islam, Terj Zakaria Labib
(Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007), 87.

37



jangka panjang, pembentukan partai baru di masa depan juga dianggap lebih
aman dan realistis. Melalui aksi, visi dan misi partai yang masif terekam cita-
cita HTI, yakni keinginan politik untuk mendirikan negara Islam di muka
bumi dapat dituangkan dalam konstitusi. Jika ini terjadi, tentu pemerintah
akan semakin sulit untuk membubarkan, berbeda dengan pembubaran saat
ini, karena akan banyak keuntungannya.

HTI berharap dapat menjalankan kekuasaannya melalui kekuatan politik
selain pemerintah (oposisi), seperti yang ditunjukkan dalam eskalasi politik
di Pilkada DK Jakarta akhir-akhir ini. HT1 kerap melakukan aksi unjuk rasa
menolak pencalonan Ahok, terutama setelah dicurigai adanya dugaan
penodaan agama oleh Ahok. Karena fenomena ini, jika HT1 resmi dibubarkan
lagi berarti tidak alergi aliansi dengan pejuang Islam lainnya. Keterlibatan
HTI dalam politik aktual yang membutuhkan kompromi memang
memisahkannya dari Tagiyuddin an-Nabhani, pendiri perjuangan, yang
meminta anggota partai untuk tidak berkompromi. Meski begitu, jika melihat
dari doktrin HTI, ada beberapa ajaran di HTI yang bisa digunakan secara
fleksibel di bidang pemilu. Misalnya dalam konteks pemilihan presiden,
dukungan terhadap calon tertentu didasarkan pada teori pembeda antara
pemilihan presiden berdasarkan keyakinan dan yang bukan.

Dari perspektif teori HTI, proses pemilu di suatu negara dianggap
sebagai strategi (uslub), bukan metode (tharigoh). Dia percaya bahwa jika itu
adalah "metode"”, tidak dapat diubah, tetapi jika dimasukkan ke dalam

kategori "taktis", dapat tetap fleksibel dalam arti memungkinkan perubahan.
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Misalnya, dalam pemilu sebelumnya, HTI mendorong partai-partai Islam
untuk membentuk "Liga Islam" dan bahkan secara tidak langsung
mendukung kandidat tertentu dalam pemilu.*®> Seruan pentingnya pemilihan
pemimpin agama dan penyatuan kekuatan politik Muslim dapat dilihat
sebagai upaya jangka panjang untuk memperluas basis dukungan bagi
pelaksanaan khilafah Islam di masa depan. Namun, perjuangan ini jelas harus
ditunda untuk sementara, karena negara harus terintegrasi dan secara paksa

membubarkan HTI atas nama mengancam ideologi bangsa dan negara.

Prediksi langkah pasca pembubaran HTI di atas tentu saja didorong oleh
gagasan pendiri Tagiyuddin an-Nabhani melalui al-Takattul al-Hizbiy-nya.*®
Melalui buku ini, HT tidak akan berubah, apalagi berhenti menentang
demokrasi, menyerang legitimasi dari apa yang dianggap pemerintahan
sekuler, mengajak umat Islam untuk meninggalkan paradigma nasionalis atau
sektarian, dan terus menyerukan Khilafah.

Doktrin HT lain yang memperkuat perjuangannya adalah bahwa
kembalinya Khalifah adalah doktrin janji kepada Allah. Hal inilah yang
membuat kader terus berjuang dalam mengadvokasi. Doktrin-doktrin inilah
yang menjadi penyebab HT, bukan hanya karena pertimbangan taktis
gerakan, tetapi juga berdasarkan keyakinan teologis bahwa muslim yang
meninggal tidak memiliki kesetiaan pada keyakinan teologis atau karenanya

"mati karena ketidaktahuan." Jika khalifah belum mapan dalam

4 Abuddin Nata, Problematika Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2002), 158.
46 Tagiyuddin an-Nabhani, al-Takattul al-Hizbiy (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001),
78.

39



kehidupannya, maka penting bagi anggota HT bahwa mereka hidup sebagai
pejuang Khilafah dan menolak untuk mematuhi sistem dan rezim sekuler. Hal
ini tentunya menjadi pahala di kemudian hari.*” Jika diperhatikan hal di atas
menyebut berbagai ajaran, bisa dipastikan gerakan HTI di Indonesia tidak
akan hilang. Organisasi bisa dibubarkan, tapi gagasan memperjuangkan
khalifah Islam akan terus menjadi "baju’ untuk beraksi dalam berbagai modus
gerakan.*®
. Tokoh HTI di Indonesia

Hizbut Tahrir menerima seluruh umat Islam baik laki-laki maupun
perempuan tanpa mempertanyakan latar geografis yakni, meliputi daerah
tempat tinggal dan latar antroposentris yaitu, suku, ras serta karakter etnis
tertentu. Hal ini sejalan dengan tujuan HTI yang mengingkan umat Islam
bersatu. Kuantitas secara pasti tidak dipublikasikan secara umum oleh
mereka, juga tiap anggota tidak mendapat identitas khusus yang menandakan
bahwa dia merupakan anggota atau bukan, karena tidak ada Kartu Tanda
Anggota (KTA). Bagi anggota yang sesama mahram akan dijadikan satu dan
memisahkan yang bukan mahramnya dalam mengikuti kajian atau diskusi

yang dilakukannya. Jika keadaan dan situasi mengharuskan untuk melakukan

47 Tagiyuddin an-Nabhani, Mafahim Hizbut Tahrir, Terj. Abdullah (Jakarta: Hizbut Tahrir
Indonesia,2007), 96.

48 Islami.co, “Setelah HTI Dibubarkan: Konsistensi atau Kompromi?”,
https://islami.co/setelah-hti-dibubarkan-konsistensi-atau-kompromi/ Diakses pada 5
Maret 2021 Pukul 19.51
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kajian dengan lawan jenis, maka akan diberikan pembatas agar tidak
mengganggu konsentrasi dalam forum tersebut.*®
Diantara anggotanya, beberapa diantaranya adalah tokoh yang sangat
berpengaruh bahkan dijadikan pemimpin untuk jalannya organisasi. Data
terakhir yang memegang kendali atas Hizbut Tahrir Internasional atau amir
HT adalah Syaikh Atha’ Abu Rusythah. Tugasnya adalah sebagai
penanggung jawab yang mengkoordinasi semua pimpinan (muktamad)
diseluruh dunia dalam rangka memperjuangkan visi misinya yaitu, khilafah.
Sebelumnya, beliau juga pernah menjadi juru bicara di Yordania. Beliau juga
pernah dipenjara saat menjadi amir HT oleh penguasa zalim.>°
Berdasarkan paparan data diatas, dalam rangka menyukseskan tujuan
HTI, komunikasi yang dilakukan tokoh dibawah ini bersifat tertutup. Berikut
beberapa tokoh yang berpengaruh di Indonesia:
1. Ahmad Syaifullah atau Abu Fuad
Dia adalah sosok yang berhubungan langsung dengan amir HT
yaitu, Syaikh Atha’ Abu Rusythah. Dia memimpin HT pada periode
Orde Baru dari tahun 1980-an hingga 1990-an. Perannya sebagai
pemimpin HT waktu itu sangat sentral, serta menjadi mentor generasi
pertama setelah Abdurrahman Al-Baghdadi (mantan HT/perintis
pertama di Indonesia). Dia juga menjadi pusat rujukan (marja’)

anggota HT. Dari dulu, sosoknya disembunyikan bahkan sangat

49 Hizbut Tahrir Indonesia, Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah
dan Penyatuan Kembali Dunia Islam (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009), 68.
50 |pid, 72.
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dirahasiakan. Namun, ia berhasil menyusun buku berjudul Strategi
Dakwah Hizbut Tahrir. Selain itu, juga sebagai pengelola penerbitan
buku bernama Pustaka Thariqul 1zzah.

2. Suwarno alias M. Anwar Iman M. Anwar Iman merupakan Ketua
DPP Hizbut Tahrir di Indonesia. Beliau memegang data penting dari
jaman Abu Fuad hingga tahun 2012. Tanah kelahirannya adalah kota
Semarang yang kemudian pindah Bogor.

3.Tun Kelana Jaya adalah penanggung jawab HTI bidang media
mencakup wilayah Internasional. Pada tahun 2010, perwakilan media
resmi HT Internasional dibentuk, dipegang langsung oleh Tun
Kelana Jaya. Beliau juga memegang kuasa beberapa penerbit buku
yang menjadi bagian dan jaringan internal HT1 yaitu:

a.) Al-Azhar Press
b.) Al-Azhar Freshzone
c.) Pustaka Thariqul 1zzah
d.) HTI Press
e.) Fikrul Mustanir
f.) Daarul Falah
g.) Irtikaz
h.) Khilafah Press, dan
i.) WADI Press.
4. Muhammad Al-Khaththat mempunyai nama asli Gatot Saptono. Dia

menggantikan posisi Abu Fuad sebagai muktamad. la menjabat
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sebagai muktamad dari awal 2000 sampai pertengahan 2004. Pada
tahun 2008, Gatot memutuskan untuk keluar dari HT dan kemudian
aktif di FUI (Forum Umat Islam) sebagai Sekjend (Sekretaris
Jenderal). Kemudian membentuk HDI (Hizbud Dakwah Indonesia).
Dari tahun 2004-2008, Gatot menjadi Penanggung Jawab Lajnah
Fa’aliyah Hizbut Tahrir (lembaga yang memgang data tokoh-tokoh
nasional). Setelah Gatot keluar dari HTI, Lajnah Fa’aliyah dipegang
penuh oleh Rahmat Kurnia sebagai PLT (Pelaksana Tugas)
sementara. Ada hak tambahan yang diberikan pada Rahmat yaitu,
boleh langsung berkomunikasi dengan Amir HT Pusat. Gatot
kemudian dikeluarkan dari HT dengan alasan karena memilih tetap
di FUI serta akhirnya menerima konsep demokrasi. Hal ini terbukti
pada tahun 2014 dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif
melalui Partai Bulan Bintang (PBB). Selanjutnya yang mengisi posisi
sebagai Muktamad adalah Muhammad Maghfur Wahid.

.Muhammad Maghfur Wahid atau Hafidz Abdurrahman menjabat
cukup lama menjadi Muktamad HT yakni, selama 6 tahun, terhitung
dari tahun 2004 — 2010. Pada tahun 2010, Lajnah Thalabun Nushrah
(lembaga pencari suaka) dan juga mempunyai hubungan yang
emosional dengan militer. Sebagai muktamad, dia mempunyai kuasa
untuk berkomukasi langsung dengan Amir HT, meski hanya
mengenal Abu Rasytah melalui panggilan suara saja. Sekarang

Hafidz Abdurrahman sibuk mengurusi ma’hadnya yang berpusat di
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Bogor yaitu Ma’had Syaraful Haramain. Terkadang dia turun ke jalan
dan ikut berorasi dalam beberapa aksi yang dilakukan oleh Hizbut
Tabhrir.

6. M. Rahmat Kurnia berlatar belakang sebagai akademisi yang juga
menjadi dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB). la sempat naik
jabatan menjadi muktamad HT sementara pada tahun 2008. la
menggantikan muktamad aktif Hafidz Abdurrahman yang kala itu
menunaikan ibadah Haji.

7.Rohmat S. Labib Menggantikan Hafidz Abdurrahman. la menjabat
dari 2010-2012. Dia termasuk tokoh yang istimewa, dia menjadi
muktamad langsung ditunjuk oleh amir HTI yaitu, Abu Rasythah.>
Selain itu, Labib juga aktif dalam menulis karya berbentuk kitab yang
dijadikan acuan dan cukup terkenal dalam mempelajari konsep

khilafah yaitu, Tafsir Al-Wa’ie.

B. Dakwah Virtual
1. Definisi Dakwah Virtual
Secara bahasa dakwah merupakan penggabungan dari tiga suku kata
yaitu, da’a, yad’u, da 'watan yang berarti. Dakwah menjadi aktifitas manusia
yang memiliki dua hubungan yakni, secara vertikal dan horizontal. Secara

vertikal behubungan langsung dengan Tuhan dan secara horizontal

51 https://www.suaraislam.co/terungkap-inilah-5-tokoh-presiden-besar-hizbut-tahrir-
indonesia-siap-menyusup-setiap-aksi/ Diakses pada 8 Maret 2021 pukul 14.48 Wib.
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berhubungan dengan manusia. Sedangkan dalam pengertian beberapa ahli
mengalami perbedaan yang cukup signifikan.

Menurut Amrulloch Ahmad yang dikutip oleh Abdul Basit, dakwah
adalah proses aktualisasi keyakinan yang berdasarkan nilai ketuhanan Islam
dalam bentuk perlakuan manusia kepada manusia lain untuk menyampaikan
pesan yang mempunyai tujuan tertentu dalam suatu sistem masyarakat yang
berimplikasi pada pola pikir, pola rasa dan pola sikap. Berbeda dengan
Syukraidi Sambas, dakwah adalah manifestasi internalisasi keberimanan
seseorang dalam menyampaikan berita mengenai yang tertulis jelas pada
agama dan mempunyai pengaruh mengenai kehidupan manusia di dunia.>?

Berdasarkan pengertian tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa
dakwah merupakan suatu kegiatan yang bersifat ajakan yang mempengaruhi
kesadaran manusia untuk perubahan yang lebih baik berdasarkan perintah
agama dalam lingkup individu maupun kelompok, baik secara lisan, tulisan,
pemikiran maupun perbuatan.®® Dakwah mensyaratkan tiga komponen utama
yaitu, pendakwah (da i), audiens (mad 'u) pesan (maddah), media (wasilah),
metode atau strategi (thorigah) dan efek dakwah (atsar). Dakwah bertujuan
untuk mengajak manusia pada kualitas hidup yang lebih baik serta

mewujudkan visi misi Islam yang bertahap dan berkelanjutan.

52 Wahyu Budiantoro, “Dakwah di Era Digital”, Jurnal Komunika, Vol. 11, No. 2 (Juli-
Desember 2017), 267.

%3 Heri Kosasih, “Dakwah Islam dan Perubahan Sosial di Masa Pandemi Covid-19”,
https://doi.org/10.31219/0sf.io/mv6zb Diakses pada 9 Maret 2021 Pukul 19.33 Wib.
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Paparan lebih detil dari komponen dakwah®* yang tertulis diatas akan
dijelaskan dalam konsep berikut ini:

1) Da’i
Da’i adalah orang yang menyampaikan pesan dakwah kepada
audiens dalam bentuk ajakan. Da’i juga menjadi pengaruh paling
fundamental dalam berdakwah, karena kreatifitas da’i yang mampu
membuat audiens dengan mudah menerima muatan dakwah.

2.) Mad 'u (audiens atau target dakwah)
Mad’u adalah orang yang menjadi target dari dakwah mencakup
selurun manusia tanpa terkecuali, baik itu individu maupun
kelompok, baik dari ras maupun agama yang berbeda, itu termasuk
dinamakan mad 'u.

3.) Maddah (Pesan dakwah)
Maddah adalah muatan dakwah yang penyampaiannya memerlukan
mad v dan berlandaskan atas ajaran agama Islam.

4.) Wasilah (Media dakwah)
Wasilah adalah media yang digunakan da’i kepada mad’u dalam
menyampaikan maddah agar pesan dakwah tersampaikan secara
efektif. Bisa berupa lisan, tulisan, perbuatan maupun media sosial

atau website.®

54 Ali Aziz, llmu Dakwah (Jakarta: Prenada Media, 2004), 75.
%5 Ibid, 76.
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5.) Tharigah (Metode dakwah)

Tharigah adalah metode yang dipakai da’i dalam menyampaikan
pesan dakwah dengan melihat situasi dan kondisi yang tepat sebagai
pertimbangan dalam penyampaian dakwah. Secara garis besar
metode dakwah ini memerlukan sistematisasi dan pola yang mudah

dipahami mad 'u.

6.) Atsar (Efek pesan dakwah)

Atsar adalah efek yang dihasilkan dari proses dakwah, sehingga
terjadi hubungan yang saling menguntungkan diantara da’i dan
mad’u. Efek tersebut bisa berupa kognitif yakni, implikasi dari
kinerja otak; efek afektif yakni, berhubungan dengan emosi atau
perasaan mad’u; dan efek behavioral yakni, meliputi tindakan yang
mempengaruhi mad’u agar meniru segala perilaku baik yang

dilakukan da'i.>®
Adapun pengertian virtual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
berarti mirip dengan asli, tampil dalam perangkat lunak komputer.®” Secara
istilah virtual berarti yang tidak nyata atau bayangan dari realitas nyata yang
terwakilkan dalam bentuk teknologi yang terkoneksi dalam jaringan. Bisa
berupa media yang terhubung dengan internet seperti website dan yang
terhubung dengan jaringan yang lain seperti televisi atau radio. Dalam arti

lain, Tubb dan Moss dikutip oleh Deddy Mulyana mengatakan bahwa virtual

%6 Samsul Munir Amin, llmu Dakwah (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 14.
57 Tim Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 821.
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adalah proses komunikasi yang terjadi secara maya di internet dan menjadi
wadah komunikasi bersama.®® Sehingga menurut hemat peneliti, dakwah
virtual merupakan komunikasi yang bersifat ajakan menuju kebaikan
bersama yang telah tertulis dalam agama dan disampaikan pada khalayak
umum melalui media yang terhubung dengan internet.

Pada awalnya, kajian dakwah menggunakan metode tradisional yang
membutuhkan ruang nyata dalam berdakwah seperti majelis taklim,*® tetapi
saat ini kita hanya perlu terhubung dengan internet atau biasa disebut
cyberdakwah (ruang dakwah didunia maya). Cyberdakwah adalah segala
aktifitas yang penyampaian pesan dakwah yang terjadi di internet tanpa
melalui tatap muka. Kehadirannya adalah bukti bahwa gerakan dakwah telah
adaptif terhadap perkembangan teknologi yang telah mengambil sebagian
kehidupan manusia modern. Selain itu, bisa digunakan dalam meng-counter
isu yang mengancam runtuhnya bangsa dan negara. Sifatnya yang mudah
dijangkau oleh khalayak umum, bebas dan informatif, membuat penggunanya
nyaman dalam beragama dengan berbasis virtual.®

Dalam beberapa waktu terakhir, dakwah virtual mendapat permasalahan
yang cukup dilematis. Internet yang digunakan dalam media dakwah yang

baru, sekaligus memvisualisasikan Islam di khalayak maya.%! Disisi lain,

%8 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi: Satu Pengantar (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2005), 59.

%9 H.M Arifin. Kapita Selekta Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 135.

80 Ridwan Rustandi, “Cyberdakwah: Internet sebagai Media Baru dalam Sistem
Komunikasi Dakwah Islam”, Jurnal Nalar, VVol.3, No.2 (Desember 2019), 94.

61 Jeff Zaleski, Spiritualitas Cyberspace: Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi
Kehidupan Keberagaman Manusia, (Bandung: Mizan, 1999), 87.

48



proses transmisi nilai agama mengalami apa yang disebut sebagai dekadensi.
Bias yang terjadi disebabkan oleh minimnya ketentuan mengenai sumber
informasi yang dibagikan oleh para da i, juga termasuk didalamnya mengenai
kredibilitas dan kapabilitas yang harus dikantongi para da’i virtual ini.
Minimnya perhatian massa yang mengakibatkan kita kehilangan arah akan
identitas keislaman, membuat antar kelompok saling bergesekan. Setidaknya,
para da’i ini, mendapat tempat karena berhasil membumikan Islam yang
diintegrasikan melalui konteks kehidupan sehari-hari secara konkrit. Seperti
kata Louis Althusser bahwa, “ideologi akan mudah dipahami jika
dimaterilisasikan secara konkrit”.%2

Media yang digunakan paling sering digunakan untuk berdakwah oleh
para da’i adalah media sosial. Media sosial merupakan sebuah platform yang
menghubungkan pengguna satu dengan yang lain berkomunikasi melewati
batas geografis, sehingga membentuk ikatan sosial secara virtual. Media
sosial mempunyai prinsip dasar yaitu, interaksi antar pengguna. Konsep dasar
ini juga terbagi menjadi tiga bagian yakni, interaksi, simbol dan teks. Ketiga
hal tersebut bisa digunakan sebagai kerangka dakwah yang bisa terlihat dari
teks dan simbol yang diproduksi oleh pendakwah sebagai alat berinteraksi
jarak jauh di media sosial. Terkait dengan perspektif linguistik kognitif,
pemilihan atau penggabungan bahasa merupakan hasil produksi dari pikiran

manusianya. Misalnya Hanan Attaki, dia merepresentasikan konsep anak

62 Rudy Rustandi, “Disrupsi Nilai Kegamaan dan Komodifikasi Agama di Era Digital”,
Jurnal Sangkep, VVol.3, No.1 (2020), 26.
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muda yang mudah dicerna dengan pemilihan diksi yang tidak terlalu berat
untuk dipahami.®?
Media sosial dalam berdakwah beraneka ragamnya, dalam hal ini peneliti
ingin memetakan media yang dapat digunakan dalam berdakwah secara
sederhana:
1.) Media sosial yang berbentuk audiovisual yakni, Youtube, Vimeo dan
DailyMotion.

2.) Media yang berbentuk microblog seperti, Twitter dan Tumblr.

3.) Media yang berbentuk Social Networking: Facebook, Path dan
Google Plus.

4.) Media yang berbentuk blog dan grup diskusi, Linkedln, Scribd,

Slideshare dan lainnya.%

Sampai saat penelitian ini ditulis, media sosial digunakan sebagai media
dakwah paling tepat dan masih hangat untuk dikaji lebih dalam oleh kalangan
akademisi. Alasan yang mendasari demikian adalah media komunikasi yang
paling relevan dan digunakan oleh banyak pihak dari golongan tua hingga
yang muda. Betatapun juga, media sosial menjadi alat yang tersedia di
aplikasi gadget kita. Dalam hal beragama misalnya, saat ini cukup dengan

bermedia sosial, kita bisa menambah wawasan keislaman kita. Ditambah

8 Eko Sumadi, “Dakwah dan Media Sosial: Menebar Kebaikan tanpa Diskriminasi”,
Jurnal At-Tabsyir, Vol. 4, No.1 (Juni 2016), 186-187.

8 Ferdi Arifin, “Mubalig Youtube dan Komodifikasi Konten Dakwah”, Jurnal al-Balagh,
Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni, 2019), 107.
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dengan segala aktifitas manusia modern yang padat dan waktu yang singkat,

membuat kita mencari alternatif yang berbasis audiovisual seperti youtube.%

. Sosial Media (Youtube)

Youtube merupakan media sosial yang paling popular dan paling sering
dikunjungi pengguna dunia siber. Pertumbuhannya di Indonesia mengalami
peningkatan secara signifikan. Data penggunaan youtube sejak Januari 2016
hingga Januari 2017 berkisar 155% dari jumlah tayangan dengan total konten
yang diunggah pada tahun 2016 mencapai 278%. Maka dari itu, menjadi hal
yang wajar jika pengguna youtube di Indonesia sangat masif yang disusul
dengan banyaknya komunitas youtube di negara kita.

Fenomena pengguna youtube di negara Kkita, bahkan didunia,
membutuhkan proses adaptasi dari tayangan televisi ke tayangan youtube. Hal
tersebut dikarenakan youtube lebih fleksibel mekanisme penggunaannya
karena tersedia di gadget. Titik jenuh juga muncul ketika kita melihat
tayangan televisi yang monoton dan stagnan dibeberapa hal saja. Inilah yang
membuat televisi mulai tidak lagi mendapat perhatian dari masyarakat.
Youtube berisi hiburan yang menyenangkan dan bermacam, tentunya ini
menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan muda. Wajar saja apabila ada
yang lebih terkenal di youtube daripada di televisi. Potensi tersebut

memungkinkan seseorang secara cepat menjadi public figure atau influencer.

6 1bid, 108.
% 1bid, 109.
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Melihat potensi ini, pihak pengelola televisi mulai bertransformasi
menjelajah dunia youtube dengan membuat kanal youtube.

Popularisasi youtube ternyata juga mulai dicoba oleh kalangan
pendakwah atau mubalig. Terlepas dari adanya tujuan tertentu yang
melatarbelakangi pembuatan kanal youtube, kondisi ini justru mendapat
respon positif dari banyak pihak. Mubalig menjadi semakin tertantang karena
percepatan informasi yang begitu deras, membuat para mubalig ini memutar
otak dalam mengemas konten dakwah. Apalagi saat ini youtube mempunyai
peran aktif baik yang memproduksi video (pemilik kanal) maupun orang
mengkonsumsi konten di youtube. Didalamnya terjadi komunikasi dua arah
yang memungkinkan keduanya saling berinteraksi secara virtual. Interaksi
tersebut biasa dilakukan di kolom komentar. Hal inilah yang membuat
youtube diminati banyak orang. Menurut data yang dikeluarkan Kementerian
Agama, ada sekitar 200 mubalig yang berdakwah di kanal youtube-nya.®
Kompetisi yang ketat diantara para mubalig ini, menjadi sangat disayangkan
oleh banyak pihak, termasuk masyarakat yang menjadi target dakwah.
Dilatarbelakangi ideologi yang berbeda, konsep dakwah di kanal youtube
menarik perhatian kalangan akademisi Islam dalam mengidentifikasi

orientasi dan tendensi para mubalig.

87 Kumparan, “Kemenag Rilis Nama 200 Mubalig Terekomendasi”,
https://kumparan.com/kumparannews/kemenag-rilis-nama-200-mubalig-terekomendasi/
Diakses pada 14 Maret 2021 Pukul 20.50 Wib.
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C. Teori Hegemoni Antonio Gramsci
1. Definisi Hegemoni

Hegemoni berasal dari Bahasa Yunani kuno yakni, “Eugemonia”, yang
berarti peristiwa yang menampilkan dominasi suatu kelompok dalam suatu
negara (penguasa) yang mempertahankan kekuasaannya. Nezar Patria dalam
bukunya yang berjudul, Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni,
menjelaskan tentang definisi hegemoni bahwa, “ide atau gagasan dari
dominasi kelompok yang mempunyai tujuan mempertahankan kekuasaan
tanpa adanya kekerasan, bahkan ancaman yang mengganggu kemapanan
penguasa negara. Dominasinya diterima sebagai hal yang memang
seharusnya terjadi atau bisa disebut common sense”.% Tiga unsur yang harus
ada dalam hegemoni adalah ekonomi, negara dan rakyat.

Konsep hegemoni selalu berangkat dari ruang dasar ekonomi yang
mengubah World View (cara pandang dunia) dalam mempertahankan
kekuasaannya. Kondisi ekonomi politik yang terjadi secara lingkup global,
mempengaruhi siklus sistem yang stabil.®® Sebagai titik awal, dominasi
memungkinkan adanya kekuasaan dalam sebuah kelas sosial. Kekuasaan
pada dasarnya berangkat dari naluriah manusia untuk berkuasa. Namun dalam
arti luas, kekuasaan dikaitkan dengan adanya kekerasan atau yang
bersentuhan fisik. Menurut A Pozzalini, “kekuasaan yang bersifat fisik tidak

akan bertahan lama, karena gejolak perlawanan pasti akan muncul ke

% Nezar Patria dan Andi Arif, Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003), 117-118.

% Frans Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan
Revolusioner, (Jakarta: PT Sun, 1999), 88.
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permukaan. ™ Tetapi berbeda dengan kekuasaan yang dilandasi dengan
penjajahan atas ide, gagasan, pemikiran atau ideologi, akan mengalami
kestabilan yang bertahan dalam waktu yang lama”. Terutama saat ini,
memasuki era post-kolonial yang ditandai penjajahan berbentuk produk dari
pengetahuan yang mengkonstruksi pola pikir hingga perlaku warga
negaranya.”

Negara menurut Gramsci dibagi menjadi dua kelompok yakni,
masyarakat sipil (Civil Society) dan masyarakat politik (Civil Political).
Masyarakat sipil adalah kelompok sosial yang “terhegemoni” oleh sistem
yang dibuat oleh penguasa, juga didalamnya termasuk kesepakatan atau
persetujuan tanpa adanya penolakan. Mencakup semua warga negara yang
tidak punya kendali atas sistem negara. Sedangkan masyarakat politis adalah
kelompok sosial yang mempunyai kendali atas sistem, sehingga bisa
“menghegemoni” kelas bawah dengan konsensus.” Kelompok ini bisa berupa
birokrasi negara atau aparatur negara yang berkuasa. Mekipun demikian,
tidak

Hegemoni sendiri bukan merupakan integrasi antara dominasi dengan
hegemoni, Tantangan hegemoni ini terletak pada pemisahan diantara
keduanya yang mengalami anomali konsep pemaknaan, sebagai bagian dari

struktural yang mendominasi suatu kelompok atas kelompok lain.” Maka dari

0 A. Pozzolini, Pijar-pijar Pemikiran Gramsci, (Yogyakarta: Resist Books, 2006), 82.
" Mansour Fakih, Jalan Lain Menuju Manifesto Intelektual Organik,
(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002), 186.

2 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 153.

3 Antonio Gramsci, Selection from the Prison Notebooks, Terj. Teguh Wahyu Utomo
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1971), 36.
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itu, Gramsci mempertegas konsepnya dengan apa yang dimaksud
“kepemimpinan moral dan intelektual”. Bahwa suatu kelas sosial tidak harus
berarti menjadi bagian posisi struktural. Bahkan, ketika belum mencapai
kekuasaan, kelas tersebut harus tetap memimpin. Titik penekanannya
menunjukan bahwa dominasi mendukung kekuasaan yang akan
menghegemoni kelas yang lain, tetapi dominasi tidak selalu bersifat
hegemoni karena berarti mensyaratkan konsensus. Gramsci dalam bukunya,
Prison Notebooks menjelaskan bahwa:

“Hegemoni adalah kelompok yang menjalankan konsensus. Dalam

pengertiannya yang lain, Gramsci menjelaskan perbedaan direzione

(kepemimpinan, pengarahan) secara bertahap eugemonia (hegemoni)

berkontradiksi dengan demozasion (dominasi). Meskipun belum

menguasai negara, sekurangnya masih menguasai kesadaran serta pola
pikir yang matang”.

Maka berbeda dengan makna asli dari Yunani kuno, Gramsci
berpendapat bahwa hegemoni merupakan fenomena yang terjadi konsensus
kepada penguasa yang dilandasi dengan basis ideologi sebagi media paling
efektif dalam melangsungkan kekuasaannya.” Bagi Gramsci, terjadinya
konsensus merupakan hal yang wajar, karena masyarakat sipil memiliki

keterbatasan konseptual yang mengakibatkan perlawanan menjadi pasif.

4 Roger Simon, Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),
56.
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Konsep awal dari Gramsci berpijak pada kelas penguasa yang menindas
kelas dibawahnya dengan menjalankan dua konsep dasar yakni, memaksa dan
membujuk. Pertama, komponen tersebut bisa dilakukan oleh perangkat
hukum negara seperti, polisi dan lembaga hukum lainnya. Komponen ini
digunakan ketika kebutuhan akan pressing terhadap perlawanan yang bersifat
segera. Kedua, komponen yang bersifat membujuk, melalui jalur ideologi.
Komponen ini mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial bahwa, masyarakat
tidak hanya mengamini sistem atau hanya menjalankannya sebagai common
sense (kebiasaan), tetapi disinilah budaya memasuki masyarakat sipil
sehingga bisa menerima hegemoni secara wajar.”™

Secara lebih detil, Gramsci membagi tiga jenis hegemoni secara
sistematis dan terstruktur. Tiga jenis hegemoni itu yakni, hegemoni total,
merosot dan minimum. Hegemoni total adalah kondisi yang menunjukan
bahwa masyarakat sipil tidak mempunyai kesadaran dan pengetahuan yang
cukup sebagai basis power perlawanan. Hegemoni merosot adalah kondisi
yang ditandai dengan masyarakat sipil yang memiliki sadar akan realitas yang
terhegemoni, tetapi basis konseptual dan mental yang digunakan untuk
melawan masih dirasa kurang. Hegemoni minimum adalah terjadinya
kesadaran yang dimiliki kelompok intelektual dari segi ekonomi, politik dan
hukum yang mempunyai potensi untuk melakukan gerakan subversif, tetapi

belum menentukan orientasi setelah terbebas dari hegemoni tersebut.”

s Antonio Gramsci, Prison Notebooks Catatan-Catatan dari Penjara, Terj. Teguh
Wahyu Utomo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 67.

6 Heru Hendarto, Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci: Dalam Diskursus
Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, (Jakarta: Gramedia, 1993), 82-84.
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2. Fase Hegemoni

Sejauh perkembangan penelitian ini, sumbangan Gramsci tentang World

View terasa masih segar dan relevan untuk dikaji lebih dalam. Gagasan

mengenai konsep hegemoni, menghasilkan basis teori yang bisa digunakan

dalam

menganalisis bentuk ketertundukan masyarakat sipil terhadap

masyarakat politis yang mempunyai kuasa atas dominasinya. Mengenai

konsepnya yang begitu kompleks, dia menjelaskan fase perkembangan

menuju hegemoni sebagai berikut:

a.)

b.)

Fase Ekonomi (materialistik) yakni, fase yang menjelaskan tentang
kondisi sosial masyarakat belum merasa punya kesadaran yang lebih
sebagai bentuk pengembangan. Hal ini dialami ketika pelaku masih
bisa mengakomodasi kebutuhannya sendiri dalam batasan tertentu.
Kesadaran berasosiasi dengan kelompok lain masih minim sehingga
belum ada pemahaman yang fundamental terkait pentingnya
berasosiasi.

Fase Pengarahan yakni, fase yang menjelaskan tentang adanya
kesadaran dalam membangun koneksi yang mempunyai kepentingan
bersama, serta berasosiasi dalam mewujudkannya. Masa ini terdapat
pengetahuan yang cukup dalam memandang urgensi adanya
kelompok sebagai alat untuk mempercepat sampai pada tujuannya.
Berangkat dari keresahan dan kepentingan yang sama, pada fase ini
mulai secara bertahap membentuk sebuah kelompok sosial. Ideologi

yang sebelumnya diyakini benar, kini telah digugat dan mencoba
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merumuskan ideologi baru. Pada fase ini, masalah yang dilihat telah
memasuki wilayah negara dan memandang perlu, adanya kelompok
sosial yang mendorong atau mengarahkan kelompok yang lain untuk
mencapai tujuan bersama.

c.) Fase Hegemoni yakni, fase yang menggambarkan kondisi kelompok
sosial yang menyadari ketimpangan dari ideologi sebelumnya yang
tidak sesuai, sehingga menawarkan alternatif yang berorientasi pada
kepentingan banyak pihak, membawa dan memperjuangkan
kepentingan diseluruh kelompok sosial diatas kepentingan kelompok
tertentu dengan menempuh jalan politik. Perjuangannya harus
mencapai  “persetujuan bersama”, sebagai posisi yang sentral
pemangku kepentingan masyarakat sipil. Manifestasi dari fase ini
adalah terbentuknya sebuah negara.”

3. Counter Hegemoni
Gagasan mengenai teori hegemoni secara komprehensif juga
menawarkan solusi untuk meng-counter gerakan tersebut. Dalam upaya
Gramsci mengambil sikap atas hegemoni, dia memfokuskan pada bidang
pendidikan. Pelaku berasal dari masyarakat yang tertindas dan kalangan
intelektual. Dua komponen tersebut menjadi basis suprastruktur yang kuat
apabila disatukan. Ada distingsi tentang konsep intelektual antara konsep

Gramsci dengan yang kita pahami selama ini. Menurutnya, semua manusia

" Zezen Zaendin Ali, “Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891-1937) Di Italia”,
Jurnal Yagzhan, Vol.3, No.2 (Desember 2017), 75-76.
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adalah kaum intelektual. Artinya, kaum intelektual tidak terbatas pada label

yang diberikan hanya pada produk universitas dan yang setara. Misalnya,

dokter, teknisi, professor dan lain sebagainya. Akan tetapi, menurutnya kaum

intelektual dibedakan menjadi dua macam yakni, sebagai berikut:

a.)

b.)

Intelektual Tradisional adalah yang independen terhadap segala jenis
aktifitas masyarakat, menjaga jarak, serta membebaskan dirinya dari
pengaruh penguasa yang melibatkan kehidupannya. Pada intelektual
tradisional ini, dia menjadi seorang yang memanfaatkan daya pikir
dengan baik, tetapi tidak mampu menggunakan fungsi intelektualnya
secara tepat. Akibatnya, kesadaran yang ada pada pelaku adalah
kesadaran naif.

Intelektual Organik adalah yang muncul karena adanya dorongan
yang memaksa dirinya (dari dalam) untuk melakukan perubahan
karena mengalami hegemoni langsung sebagai suatu tekanan. Pada
intelektual organik ini terjadi kesadaran kritis sebagai bentuk
responsif dari hegemoni yang menindas kelas bawah. Mereka
memandang dunia bentuk yang tidak baku, dinamis serta fleksibel.
Segala common sense yang tidak sesuai dan cara berpikir yang masih
menggunakan konsep turunan atau warisan leluhur, dipertanyakan
ulang secara filosofis. Intelektual organik inilah yang nantinya akan

membuat hegemoni tandingan.”

8 Nezar Patria dan Andi Arif, Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003), 161-163.
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BAB 111
GAMBARAN UMUM
A. Biografi Rokhmat S. Labib
1. Latar Belakang Rokhmat S. Labib

Rokhmat S Labib mempunyai asal kota kelahiran Bojonegoro pada
tanggal 26 Juni 1971. Semasa kecil hingga remaja, pada waktu itu
menempuh SMA, tinggal bersama orang tuanya daerah Tuban, lebih
tepatnya pada kecamatan Rengel. Setelah menempuh SMA pada tahun
1989, perjalanannya berlanjut dengan menempuh pendidikan pada salah
satu kampus terkenal di Surabaya, IKIP (Institut Keguruan dan limu
Pendidikan) yang sekarang berubah nama menjadi UNESA (Universitas
Negeri Surabaya). Saat dikampus, dia aktif mengikuti organisasi dan
menjadi pengurus UKKI (Unit Kegiatan Kerohanian Islam) yang berfungsi
sebagai wadah beragam kajian agama Islam, misalnya Bahasa Arab, figih,
tafsir, hadith dan kajian mengenai gagasan Islam lainnya secara kontinu.™

Dalam mempelajari ilmu agama, Labib tidak terdeteksi pernah
mengenyam pendidikan pesantren atau setaranya. Selanjutnya, jenjang
keilmuannya dengan menambah wawasan tentang Bahasa Arab di LPBA
(Lembaga Pengajaran Bahasa Arab) Sunan Ampel dan Ma’had al-Manar
Surabaya. Selain dikampus, dia juga mengaji pada KH. Thya’ Ulumuddin

sebagai salah satu murid Syekh Muhammad Alwi al-Maliki yakni, ulama

% Rokhmat S. Labib, Tafsir Ayat Pilihan al-Wa'ie, Cet | (Bogor: Al-Azhar Freshzone
Publishing, 2013), 685.
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masyhur dari Makkah. Waktu menjelajahi beragam keilmuan tersebut,
Labib belum selesai menempuh gelar sarjana (S-1). Setelahnya lulus dari
sarjana, Labib melanjutkan pendidikannya di IAIN Sunan Ampel Surabaya
untuk menempuh gelar magister ekonomi Islam pada tahun 2004. Selama
merantau di Surabaya untuk menimba ilmu, khususnya mendalami ilmu
agama, dia mulai tertarik untuk berpartisipasi dan berinisiatif untuk menjadi
penggerak gerakan Islam yang masif, hingga pada akhirnya dia mengambil
tekad bulat untuk ikut berjuang di Hizbut Tahrir Indonesia.

Hizbut Tahrir memahami serta memberikan alternatif kebutuhan akan
identitas Islam yang semakin kabur. Berangkat dari sini, Labib merasa
tergugah untuk berdakwah secara militan. Seperti yang dijelaskan pada bab
sebelumnya, gerakan organisasi tersebut menggunakan dakwah sebagai
dasar aplikatifnya setelah mengantongi prinsip dasar. Misi dakwahnya
adalah menyebarluaskan Islam secara kaffah di berbagai penjuru Indonesia.
Begitu juga dengan Labib yang turut berdakwah di berbagai kota bersama
tokoh yang lain, mulai dari Aceh hingga Papua pernah disinggahinya. Lebih
dari itu, ekspansinya hingga Autralia dan Malaysia.

Sepanjang dia menjadi aktifis gerakan Islam, dalam hal ini HTI, Labib
merasa bahwa inilah jalan takdirnya dan merasa bahwa disinilah
pemikirannya tentang Islam mulai berkembang. Khazanah keilmuan lain
yang mendukukung kerangka berpikirnya dalam memahami Islam,

dimodifikasi secara kontemporer dengan membentuk forum kajian
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(Halagoh), seminar, serta tabligh akbar.®® Langkahnya ini melahirkan
berbagai prestasi membanggakan. Salah satu karyanya yang mendapat
perhatian kalangan akademisi adalah Tafsir Al-Wa’ie yang banyak
menjelaskan tentang seruan khilafah. Karya tersebut terdiri satu jilid, 54
tema, 686 halaman dan dipublikasikan pertama pada bulan Januari 2013
atau 1434 H dengan metode tematik yakni, memilih tema tertentu untuk
dijadikan fokus diskursus.

Pada saat tahun 1997, bersama penggerak yang lain, dia mulai
membangun lembaga yang memfokuskan kajian keagamaan pada khalayak
mahasiswa. Dia pernah menjadi dosen di Perguruan Tinggi swasta seperti,
Sekolah Tinggi lImu Ekonomi dan Universitas Hang Tuah yang ada di
Surabaya. Setelahnya, karirnya berada pada rel media massa yang bergerak
dibidang tulisan. Dia menerbitkan Al-Ummah magazine dari tahun 2000
hingga 2007. Sejak tahun 2004 hingga sekarang, dia menjadi pengasuh tetap
Rubrik Tafsir Media Dakwah serta politik Al-Wa’ie. Selain menjadi
pengasuh, dia juga menjadi penulis tetap di beberapa media massa yang lain
seperti di Rubrik Titian Wahyu dan Tabloid Suara Islam tahun 2006 sampai
2008.%* Dia juga menjadi dewan redaksi yang disusul dengan menjadi
pengasuh dari Rubrik Telaah Wahyu sejak tabloid Media Ummat terbit. Saat

ini dia tinggal di Jakarta bersama keluarganya.

8 Ibid, 686.
81 Farah Farida, “Potret Tafsir di Indonesia: Kajian atas Tafsir Ayat Pilihan al-Wa’ie,
Jurnal Nun, Vol.3, No. 1 (2017), 120.
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Labib secara historis memiliki kecenderungan basis ideologi yang kuat
dengan organisasi HTI. Dilacak dari latar belakang pendidikannya di
Surabaya, mempengaruhi cara dia memandang dunia, termasuk didalamnya
karya dan prestasinya. Dari data tersebut bisa diidentifikasi bahwa dia
memang ada tendensi memperjuangkan khilafah, sekalipun organisasinya
telah dibubarkan pemerintah. Organisasi boleh tiada, sedangkan ideologi
tidak bisa dipastikan “hilang secara total”.®? Dia berinisiatif menggeser
ruang dakwahnya dari mulai ruang nyata yang mengadakan halaqoh
menjadi ruang maya dengan membuat kanal youtube yakni, Rokhmat S.
Labib. Selain dakwah, dia juga aktif dalam merespon isu-isu politik, sosial
dan budaya. Akan tetapi, penulis hanya membatasi fokus kajian hanya pada
ajaran khilafah-nya, terutama dakwahnya yang masih berlangsung pasca
pembubaran.

2. Ajaran Khilafah Rokhmat S. Labib

Secara garis besar, khilafah-nya Labib berangkat dari landasan
ideologis HTI yang mencita-citakan Khilafah Islamiyyah. Menariknya,
Labib mendefinisikan khilafah secara kontemporer bahwa khilafah adalah
substitusi Tuhan dalam mengatur dunia dan seisinya secara kaffah.
Manifestasi daripada pengertian tersebut adalah penggantian sistem negara
yang meliputi pengaturan manajemen dan pengelolaan yang termaktub

dalam Al-Qur’an. Dasar pijaknya adalah firman Allah, sebagaimana dalam

82 Syaiful Arif, “Pandangan dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia Dalam
Sistem Kenegaraan di Indonesia”, Jurnal Aspirasi, VVol.7, No.1 (Juni 2016), 94.
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tafsirannya didalam Al-Wa'ie, tentang Qs. Al-Bagarah juz 2 ayat 30, bahwa
ayat tersebut adalah dasar kewajiban umat Islam menegakkan negara Islam.
& Disini terdapat ketimpangan pemaknaan khilafah secara esensial.
Penafsirannya tentang khilafah dalam ayat tersebut, tidak sesuai dengan apa
yang terdapat dalam ayat tersebut yang berarti mengisyaratkan adanya
pemimpin (khalifah). Bukan sebaliknya yakni, menjadikan khilafah sebagai
sistem pemerintahan Islam dalam suatu negara. Jelas ini merupakan
penyimpangan makna mendasar dalam memahami suatu teks dalam Al-
Qur’an.®

Secara eksplisit, Labib sering mengutip firman Tuhan dalam berbagai
forum kajian, diskusi dan majelis ilmu lainnya. Hal ini sejalan dengan apa
yang ada didalam pemahaman pendiri yakni, Tagiyuddin an-Nabhani. Dia
mendefinisikan khilafah dalam arti luas, sebagai tangan panjang Tuhan di
dunia yang mengatur dan mengelola berdasarkan ketetapan Islam. Dari
pemikiran an-Nabhani, Labib terpengaruh kuat tentang gagasan ideologisnya
selama ini. Dalam pergolakan yang lain, Labib ditengarai tidak sependapat
dengan ideologi demokrasi yang menjadi sistem pemerintahan Indonesia
saat ini. Meskipun demikian, hampir nilai yang terkandung dalam
demokrasi, tidak bertentangan dengan hukum Islam.® Kegagalannya dalam
memahami konsep demokrasi, tidak dipandang sesuai konteks negara yang

terdapat banyak agama. Bahkan dalam perkembangannya, agama bukan

8 Rokhmat, Tafsir Ayat-Ayat, 86.
8 Ibid, 130.
8 Said Agqil Sirodj, Fikih Demokratis Kaum santri, (Jakarta: Ciganjur Press, 2001), 67.
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sesuatu yang baku pada perspektif yang terbatas pada teks tertentu. Secara
komprehensif perilaku dalam bersosial yang akan menentukan bagaimana
Islam akan diterima dimasyarakat, serta dinamis dan fleksibel dalam
menghadapi perkembangan zaman.

Tafsiran Labib yang atas ajarannya tentang khilafah, menitikberatkan
pada implementasi berubahnya sistem negara sebagaimana yang
diinginkannya. Atas dasar perintah agama, diikuti beberapa nash Al-Qur’an,
dia menjadi yakin bahwa khilafah akan terjadi. Meskipun saat ini HTI telah
dibubarkan, dia masih terus berdakwah melalui media lain. Pernyataan ini
dikuatkan dengan adanya respon dari Labib pasca pembubaran dengan
mengatakan bahwa, “legal hukum yang dicabut pemerintah atas HTI, tidak
berarti bahwa kegiatan dakwah juga berhenti”.®” Hal ini sesuai dengan
pernyataan staf ahli Kemenkopolhukam yakni, Sri Yunanto mengatakana,
“Aktifitas dakwah mereka masih bisa dilakukan, selama itu tidak
menyimpang garis batas ideologi bangsa dan negara. Sejauh ini pemerintah
masih memantau aktifitas dakwahnya, guna mengontrol jika terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan”. Hal tersebut bahwa pemerintah konsisten terhadap

undang-undang yang berisi tentang kebebasan hak warga negaranya untuk

8 Lufaefi, “Kritik atas Penafsiran Ayat-Ayat Khilafah: Studi Tafsir Al-Wa’ie Karya
Rokhmat S. Labib”, Jurnal Al-Fanar, Vol. 1, No. 1 (Juli 2018), 31.

87 Ramadhan Rizki Saputra, “Pembubaran Tak Hentikan Aktifitas Dakwah HTI”,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180508211216-32-296725/pembubaran-tak-
hentikan-aktivitas-dakwah-hti Diakses pada tanggal 21 Maret 2021 Pukul 1.18 Wib.
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membentuk kolektif.t¢ Saat ini, dia mengaktualisasikan pernyataan tersebut
dengan menggaungkan konsep khilafah di sosial media, youtube.
B. Akun Youtube Rokhmat S. Labib
1. Profil Kanal Youtube

Sejauh ini penulis belum menemukan apa motif Labib dalam membuat
kanal youtube. Akan tetapi, data yang penulis temukan terbatas pada
pertanyaan jamaah virtual yang mengatakan bahwa, “khilafah identik dengan
ajaran HTI?” dalam kanal youtube media dakwah Jambi. Tudingan tersebut
direspon oleh Labib bahwa ajaran khilafah adalah ajaran Islam. Bahwa yang
dimaksud ajaran Islam selalu mengandung 4 hal yaitu meliputi, Al-Qur’an,
Hadith, Ijma’ dan Qiyas. Jika tidak terdapat landasan dari keempat dasar
hukum Islam tersebut maka tidak dapat dikatakan ajaran Islam.® Khilafah
atau imamah memiliki keempat dasar diatas yang berfungsi meneruskan
perjuangan Nabi Muhammad Saw. dalam menjaga agama dan mengatur
urusan dunia, juga didalamnya terdapat Minhaj (metodologi) dalam
menjalankan khilafah. Dia juga menambahkan bahwa perintah menjalankan
hukum syara’ (khilafah) bisa dijalankan dengan adanya kekuasaan. Misalnya
hukum tentang gishas (hukum potong tangan) jika menggunakan sistem yang

saat ini diterapkan, tentu sangat bertentangan. Maka jika ada yang menentang

8 Reni Rentika Waty, “Gerakan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan”, (Skripsi—
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik, Uin Syarif Hidayatullah, 2019), 80.

8 Media Dakwah Jambi, “Khilafah Ajaran Islam, HTI Mendakwahkan”,
https://www.youtube.com/watch?v=s3tBIBtm8E4 Diakses Pada 27 Maret 2021 Pukul
14.57 Wib.
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konsep khilafah, sama saja dengan menentang hukum Islam lainnya seperti
sholat, dan zakat.

Menurut Labib, harus ada unsur yang mendukung perubahan yang
mendasar untuk kembali pada syariat Islam. Pertama, memiliki kesadaran
bahwa kembali ke hukum syariat adalah perintah Allah dan hukumnya wajib.
Hal ini harus menjadi opini publik yang akan mendorong terjadinya
kesadaran kolektif bahwa tidak ada yang lebih baik selain hukum Allah.
Kedua, bahwa sistem yang dibangun manusia adalah sistem yang lemah. Hal
ini dikuatkan dengan analogi rumah laba-laba yang rentan terhadap
kerusakan, kekacauan dan sebagainya. Hanya saja masyarakat perlu
diingatkan kembali dengan berdakwah supaya dapat menerapkan syariat
Islam secara kaffah.

Dakwah merupakan kewajiban umat Islam yang dilakukan secara
kontinu dan disampaikan kepada masyarakat sesuai syariat Islam. Dalam
perjalanannya, dakwah selalu mengalami penerimaan dan penolakan. Hal ini
menurut Labib tentu sangat wajar terjadi, karena tugas pendakwah adalah
menyampaikan hujjah yakni nasehat dan berdebat dengan cara yang baik
(bukan debat kusir). Sebagai pengemban dakwah, dia tentu sangat ingin jika
kuantitas penerima dakwah selalu bertambah. Terutama saat ini, Islam
menjadi identitas yang kabur dari mulai Islamophobia hingga isu tentang
aliran sesat yang berujung pada terorisme. Maka dari itu, Labib berusaha

memperjelas konsep yang menjadi penyebab phobia pada dakwahnya itu
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menjadi makna yang seharusnya tidak ditakuti masyarakat, khususnya umat
Islam.

Labib berpendapat bahwa semua penyebab phobia tersebut karena
kurangnya pemahaman masyarakat. Misalnya dalam hal ini dia
menganalogikan, listrik yang akan dipasang didesa pedalaman. Tentu respon
masyarakat sekitar akan bergantung pada penyampaian dari petugas listrik
tersebut. Jika yang dijelaskan berkaitan dengan bahaya arus listrik jika
terkena manusia, maka yang terjadi adalah ketakutan masyarakat untuk
menolak listrik tersebut. Sebaliknya, jika listrik disebut sebagai sesuatu yang
sangat dibutuhkan masyarakat, kegunaan dan fungsinya sangat membantu
aktifitas manusia, maka tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Hal tersebut juga
berlaku ketika penyampaian dakwah, isu tentang Islam hanya pada satu sisi

negatif saja, maka Islam menjadi “monsterisasi” bagi masyarakat umum.®

Labib membuat kanal youtube pada tanggal 22 Mei 2020 berkisar 10
bulan yang lalu dari penelitian ini dibuat. Kanalnya berisikan 65 video yang
terdiri dari 5 playlist yang bermacam bidang kajian. Dimulai dari tafsir,
politik, dakwah, syariah dan agidah. Dia juga memiliki 3,32 rb subscribers
dan viewers yang banyak. Saat ini jumlah penayangannya dari setiap video
yang di uploadnya berjumlah 19.400 kali ditonton. Didalamnya juga terdapat
kontak terkait yaitu, email, facebook dan Instagram. Bagaimanapun, kanal

youtube-nya masih dikategorikan masih awal karena mempunyai jumlah

9 Rokhmat S. Labib, “Monsterisasi Ajaran Islam”,
https://www.youtube.com/watch?v=reLn52LZxlg&list=PLcF7ianOY3TJkF1H4CCZoyEI
T22WNJIW39&index=2 Diakses pada 27 Maret 2021 pukul 17.23 Wib.
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pelanggan (subscribers) yang masih sedikit jika dibanding pendakwah
(mubaligh) yang lain seperti Ustad Abdul Shomad yang memiliki 728 rb

subscribers dan Ustad Adi Hidayat yang memiliki 673 rb subscribers.s!

Disini akan dipaparkan sedikit istilah yang akan mendukung penelitian
berkaitan dengan beberapa fitur youtube. Pertama, viewers adalah sebutan
untuk orang yang melihat konten youtube seseorang atau instansi. Kedua,
yang disebut subscribers adalah sebutan untuk orang yang menjadi

penggemar sebuah konten dari kanal youtube dan tersedia ikon lonceng

% Siti Nur Asiyah, “Dakwah Digital Friendly di Youtube dalam Membangun Pribadi
Muslim di Kalangan Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya: Perspektif
Eksistensialisme Soren Kierkegard”, (Skripsi—Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Uin
Sunan Ampel Surabaya, 2020), 39.
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sebagai penanda orang telah subscribe video tersebut, sehingga nantinya
ketika pemilik kanal youtube mengunggah video baru dapat langsung dilihat
di beranda (halaman awal). Ketiga, live streaming atau siaran langsung
dilakukan secara real time sebagai pengganti ruang nyata ke ruang virtual.
Keempat ikon like dan dislike untuk mengidentifikasi bahwa video tersebut
menarik atau tidak. Kelima, kolom komentar yakni, tanggapan orang yang
merespon video yang dilihatnya. Keenam, playlist yaitu kumpulan beberapa

video yang mempunyai tema yang sama.

. Playlist Kanal Youtube

Labib dalam kanal youtube miliknya mempunyai playlist video yang
beragam temanya.®? Setiap tema yang tercantum dalam playlist, terdapat
fokus kajian dan mempunyai signifikansi muatan pesan yang ingin
disampaikan secara berbeda. Playlist tersebut terdiri dari 5 tema yakni, tafsir,
dakwah, syariah, agidah dan politik. Dimulai dari tafsir terdapat 21 video,

dakwah 8 video, syariah 20 video, agidah 11 video dan politik 25 video.

92 Rokhmat S. Labib, “Playlist kanal youtube”,
https://www.youtube.com/channel/UCrBm_v3YcxhCgCEZyw11Q2w/playlists Diakses
pada 29 Maret 2021 pukul 0.22 Wib.
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Playlist tafsir berisi tentang kajian yang membahas interpretasi Labib
dalam memahami Al-Qur’an yang kemudian dimanifestasikan melalui
karyanya yaitu, Tafsir Al-Wa’ie dan terdiri dari 6 video pada tema yang
berbeda.® Selain itu, tema lain yang berkaitan dengan tafsir juga diulas dalam
penjelasan yang lugas, berdasarkan petunjuk dalam Al-Qur’an. Penjelasan
tentang tafsir di playlist ini, disampaikannya dimulai dari dua menit hingga
hampir satu jam. Viewer merespon video tersebut juga bervariatif setiap

videonya, dari like hingga komentar yang mendukung.

Playlist dakwah menjelaskan tentang alasan berdakwah, cara berdakwah,
pola berdakwah dan dinamikanya, juga mengubah stigma yang berkembang
di masyarakat dengan memberi pemahaman yang utuh serta mengingatkan
urgensi dakwah. Bagi seorang muslim, wajib atasnya melakukan dakwah.
Dakwah seharusnya bersifat transenden kepada syariat yang didalamnya,

telah diatur segala urusan dunia beserta cara menyikapinya.* Pada salah satu

% Rokhmat S. Labib, “Ulil Amri Wajib Menjalankan Syariat”,
https://www.youtube.com/watch?v=nK42ypall8o&list=PLcF7ianOY 3TJgwFSWenomW
h7u91JmIMNk&index=3 Diakses pada 31 Maret 2021 Pukul 19.42 Wib.

% Rokhmat S. Labib, “Perubahan Hanya dengan Syariat”,
https://www.youtube.com/watch?v=kjNEWEWrRpQ&Iist=PLcF7ianOY3TJkF1H4CCZo
YEIT22WNJW39&index=3 Diakses pada 31 Maret 2021 Pukul 19.46 Wib.
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videonya dengan tema ‘“Perubahan Hanya dengan Syariat”, video yang
berdurasi 4.23 detik itu ditonton 323 kali, like 87 dan mendapat 21 komentar

yang merespon baik.

Playlist syariah didalamnya dia menjelaskan bahwa syariah merupakan
jalan menuju perubahan Islam yang kaffah.®> Dia menjelaskan tentang
peringatan orang yang menafikan syariah hanya akan menunggu pengadilan
di akhirat kelak. Menurutnya di video yang diunggah berjudul, “Penolak
Syariat Allah Akan Berhadapan dengan Allah”, seorang muslim harus tunduk
pada hukum Allah, karena petunjuk diturunkan bukan untuk diabaikan. Video
tersebut telah ditonton 1.1 rb kali, mendapat like 432 dan komentar sebanyak

30 tanggapan.

% Rokhmat S. Labib, “Penolak Syariah Akan Berhadapan Langsung dengan Allah”,
https://www.youtube.com/watch?v=ikrw32zFSrw&list=PLcF7ianOY3TKqMgl9eChSzjd
04kmWEpxY &index=8 Diakses pada 31 Maret 2021 Pukul 19.49 Wib.
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Playlist agidah menjelaskan tentang pemahaman aqidah yang hendaknya
dimulai dari penyucian diri.® Menurutnya, ada tiga hal yang harus dilakukan
untuk mensucikan dirinya. Pertama, menyucikan diri dari kesyirikan atau
kekufuran. Hal tersebut menjadi fundamental karena sebab diterimanya amal
adalah iman. Kedua, meninggalkan maksiat yakni sesuatu yang dibenci oleh
Allah. Ketiga, menjalankan ketaatan kepada Allah untuk selalu mengingat
Allah dalam setiap aktifitasnya. Dalam menjalankannya, tidak perlu
menunggu menjadi baik secara holistik, tetapi lakukan saja apa yang
menghindari kemaksiatan dan melakukan kebaikan secara kontinu.
Berjalannya waktu, taufiq akan turun sebagai petunjuk menjalankan perintah

dan menjauhi larangan-Nya.

Playlist politik berisi tentang segala hal yang berkaitan dengan politik
yakni mencakup, isu politik, sistem yang digunakan, dasar berpolitik sesuai
syariah dan seperti yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. °” Politik adalah

aktifitas mulia yang mengurusi umat dengan hukum Islam. Aktifitas semua

% Rokhmat S. Labib, “Siapa Orang yang Harus Mensucikan Diri?”,
https://www.youtube.com/watch?v=1Ya7TQHku2M&list=PLcF7ianOY 3TJBWmeL Xx2
LXOTgOuyK-eWN&index=3 Diakses pada 31 Maret 2021 Pukul 20.31 Wib.

97 Rokhmat S. Labib, “Politik Dalam Hadis Nabi”,
https://www.youtube.com/watch?v=MEIXPD7E6FQ&list=PLcF7ianOY3TISFSNDUHJv
OLik1_on32YY &index=6 Diakses pada 31 Maret 2021 Pukul 20.33 Wib.
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Nabi adalah politik, namun sepeninggal Nabi Muhammad aktifitas politik
dilanjutkan oleh para khalifah. Menurutnya, dalam ajaran Islam terdapat dua
istilah dalam siyasah (politik) terdiri dari internal dan eksternal. Internal
adalah penerapan khilafah dalam suatu negara, sedangkan eksternal sebagai
pengemban dakwah. Video tersebut ditonton 253 kali, mendapat like 100 dan

komentar sebanyak 13 tanggapan dari pro dan kontra.

Secara garis besar, konten dakwahnya mengandung muatan pesan yang
berorientasi pada khilafah. Dari kelima playlist diatas dengan tema yang
berbeda, selalu ada penekanan bahwa sistem itu menyandarkan pada dasar
yang jelas dan adanya konsekuensi yang menolak hukum syara’ dengan
alasan apapun. Pemahaman tersebut perlu adanya pengkajian secara terus-
menerus, terutama dalam hal berpolitik sesuai ajaran Islam. Peneliti dalam
hal ini, ingin lebih jauh melacak tentang perkembangan dakwah Labib
melalui kanal youtube-nya dan berfokus pada playlist politik yang mengarah
pada pernyataanya tentang khilafah. Disini akan kita lihat seberapa jauh dia

mampu menarik perhatian pengguna youtube dengan mengemas konten
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dakwahnya tersebut yang merupakan ajaran Islam. Berikutnya, akan
dipaparkan lebih detil bagaimana respon dari pengunjung kanalnya tersebut.

. Konten Khilafah

Konten khilafah yang diunggah Labib adalah konten yang berisi tentang
beberapa videonya dalam membahas apa itu khilafah secara komprehensif.
Konten tersebut menjadi perhatian peneliti karena didalamnya mengandung
pernyataannya dengan menggunakan sumber hukum Islam. Dia mengatakan
pada salah satu konten tersebut bahwa khilafah merupakan kebutuhan dasar
yang mengakomodir kebutuhan manusia. Bahkan, penekanannya pada
khilafah, dalam penerapannya tidak memusuhi dan mengusir kafir, apalagi
memaksa mereka masuk Islam.®® Mereka akan diberi kebebasan untuk tetap
melakukan aktifitasnya seperti biasa dan diberi kebebasan dalam beribadah.
Hanya saja, dalam hal ini sistem yang mereka pakai adalah sistem khilafah,
bukan sekulerisme, sosialisme, kapitalisme dan sebagainya. Maka
implementasi khilafah merupakan sesuatu yang nyata dalam mendamaikan
(dzimmi) seluruh umat termasuk orang kafir.

Dia dalam menjelaskan konsep khilafah secara konstruktif terhadap
realita saat ini sebagai jawaban atas pelbagai macam persoalan. Konsep
tersebut dikemasnya sedemikian rapi hingga penonton konten tersebut
dengan mudah mengafirmasi pernyataan dengan sedikit sanggahan dari pihak

yang kontra terhadap pemikirannya. Dia dalam kaitannya menggaungkan

9 Baitul Khair, “Perlakuan Khilafah Pada Orang Kafir Dzimmi”,
https://www.youtube.com/watch?v=E9nr3bcMEtI&t=23s Diakses pada 31 Maret 2021
Pukul 22.06 Wib.
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khilafah, berusaha mendudukkan masalah yang terjadi saat ini karena
kekeliruan dalam penerapan sistem negara serta kekacauan politik yang
disebabkan bersumber dari hawa nafsu belaka.

Khilafah bukan merupakan sesuatu yang harus ditakutkan atau dihindari
olen umat Islam. Seluruh mekanisme, bahkan penerapannya telah ada di
zaman Nabi Muhammad Saw. pasca wafat. Sesudah beliau wafat, Khulafaur
Rasyidin ditunjuk umat sebagai pengganti beliau dalam mengatur negara dan
mengurusi umat. Hal ini menunjukkan bahwa, pada saat itu menurut Labib,
telah diturunkan bukan hanya ajaran saja, akan tetapi contoh penerapannya
sudah jelas dan mekanismenya sudah dipaparkan pada data diatas tentang
pemilihan seorang khalifah. Maka dalam hal ini, ketika ada stigma bahwa

khilafah sama dengan ISIS dan semacamnya adalah salah besar.

Pernyataannya pada konten yang lain juga disebutkan, bahwa agama dan
kekuasaan adalah saudara kembar. Argumen tersebut tentu bertentangan
dengan sekularisme yang memisahkan agama dan urusan negara (politik).
Misalnya fenomena dakwah Islam oleh wali songo (sembilan) ke jawa

membutuhkan strategi khusus untuk bisa masuk ke budaya jawa yang sudah
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ada sebelum masuknya Islam.® Terjadinya fenomena semacam itu,
dibutuhkan dakwah yang masif dengan jalan pendekatan budaya, serta tidak
menggunakan kekerasan. Hasil daripada dakwah wali tersebut adalah adanya

masjid disebelah alun-alun di beberapa kota.

Dalam kasusnya yang lain, khilafah sebagai sistem negara berbeda
dengan sistem lain yang ada di dunia. Kedaulatan dalam sistem ini bukanlah
rakyat, bukanlah raja atau pemimpin wilayah lainnya. Kedaulatan berada
pada pemegang kekuasaan tertinggi dalam agama Islam yaitu, Allah Swt.
Begitu pula dengan konstitusi yang bersandar pada hukum syara’. Jika
kemudian umat tidak setuju dengan hukum tersebut, maka tidak ada alasan
bahwa hukum tersebut batal diterapkan.1

Pada perkembangannya, Islam mengenalkan konsep Sulthonan Nashiro
yakni, kekuasaan yang mengimplementasikan Islam secara kaffah dan

menurutnya terminologi yang dimaksud adalah khilafah. Secara fundamental,

9 Rokhmat S. Labib, “Agama dan Kekuasaan”,
https://www.youtube.com/watch?v=Hh773tzNyk0&Iist=PLcF7ianOY3TISF5SNDUHJvOL
ik1_on32YY &index=19/Diakses pada 1 April 2021 Pukul 1.11 Wib

100 Rokhmat S. Labib, “Kedaulatan Di Tangan Pembuat Syariat”,
https://www.youtube.com/watch?v=Y SOCM1GLEcg&list=PLcF7ianOY3TISFSNDUHJ
vOLik1l on32YY &index=10 Diakses Pada 1 April 2021 Pukul 0.37 Wib.
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khilafah mengandung tiga unsur yang mendorong terwujudnya yaitu,
kepemimpinan umum bagi umat Islam seluruh dunia pada suatu wilayah
secara terpusat, menerapkan hukum Islam dan mendakwahkan Islam ke
seluruh dunia. Konten tersebut mendapatkan respon yang menarik, karena
ada perbedaan perspektif diantara penontonnya. Dilihat dari jumlah

penontonnya ada 259 orang, disukai 100 orang dan 13 komentar.°*

Implementasi khilafah akan berdampak pada kestabilan negara dalam
mengurusi  umatnya.’? Dalam agama Islam sudah diatur bagaimana
mekanisme negara dalam mencukupi kebutuhan umatnya berupa sandang,
pangan dan papan. Terdapat tahapan yang bersifat langsung, baik secara
komunal maupun individu. Secara komunal misalnya, kebutuhan akan
pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis. Dana tersebut diperoleh
negara yang mempunyai hak atas pengelolaan sumber daya alam yang

melimpah. Bukan seperti yang terjadi saat ini, negara menyerahkan sumber

101 Rokhmat S. Labib, “Hakikat Khilafah”, https://www.youtube.com/watch?v=1-
9Y7zSjRX8&Iist=PLcF7ianOY3TISF5SNDUHJVOLik1 0on32YY &index=11/Diakses pada
1 April 2021 Pukul 1.11 Wib

102 Rokhmat S. Labib, “Mekanisme Khilafah Menjamin Kebutuhan Pokok Seluruh Warga
Negaranya”,
https://www.youtube.com/watch?v=UEG1JTNB6ws&list=PLcF7ianOY3TISFSNDUHJv
OLik1_on32YY &index=20/Diakses pada 1 April 2021 Pukul 1.42 Wib.
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daya alam kepada swasta untuk mengelola dan mengambil sedikit pajak dari
pengelolaan tersebut. Begitu juga dengan individu jika persoalan utamanya
adalah pengangguran. Agama telah mewajibkan bagi muslim untuk bekerja
dan pengecualian bagi yang tidak mampu. Bagi yang tidak mampu, maka ahli
warisnya (sanak keluarga) yang akan ditunjuk negara sebagai pihak yang
menafkahi orang yang tidak mampu bekerja tersebut. Maka dengan sistem

ini, masalah yang terjadi bisa terjawab dengan solusi konkrit.
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BAB IV
ANALISIS DATA
A. Analisis Konten Rokhmat S. Labib tentang ajaran khilafah

Konsep khilafah menerapkan dua paradigma yang juga sering digunakan
aliran Islam konservatif-fundamentalis yakni, logika oposisi-biner dan literal-
skriptural. Pertama, oposisi-biner merupakan sebuah pemahaman yang melilhat
hanya terbatas pada satu sudut pandang, menafikan pendapat selain dari dirinya
dan kelompoknya.'® Pemahaman semacam ini diperoleh dari doktrin yang kuat
dan minimnya daya kekritisan seseorang. Secara historis, pandangan ini disebut
single truth oleh Thomas Kuhn sebagai kritikus positivisme yang mengidealkan
kebenaran tunggal. Menurutnya, kebenaran yang sejati tidak pernah ada dan
yang ada hanya “permukaannya” saja.

Kedua, literal skriptural adalah metodologi mempelajari teks tentang
keyakinan Islam atau teologi yang transenden terhadap dua sumber hukum
utama yakni, al-Qur’an dan Hadith. Metode seperti ini cenderung untuk
mengesampingkan konteks sebagai pertimbangan penetapan sebuah hukum
maupun Kkebijakan. Pandangan Gus Dur tentang ini juga mengatakan bahwa
mereka terpenjara pada akhir batasan ideologis yang utopis. Mereka mempunyai
karakteristik yang mengedepankan tekstualitas, normatifitas dan subyektifitas.1
Hal ini juga sejalan dengan Fazlur Rahman yang mengatakan bahwa mereka

telah menutup gerbang kejayaan Islam dengan membatasi diri pada gagasan

103 Edi AH lyabenu, Berhala-berhala Wacana: Gagasan Kontekstualisasi “Sakralitas
Agama secara Produktif-Kreatif, Cet. | (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 13.

104 Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama dan Masyarakat
Negara Demokrasi, Cet. | (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 302.
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normatif yang terbatas pada teks. Dia menambahkan bahwa mereka telah secara
implisit mengubur repetisi historisitas intelektual Islam.

Berdasarkan paradigma diatas, kita bisa menelusuri alur pemahaman yang
komprehensif mulai pembubaran HTI hingga pembuatan kanal youtube sebagai
media dakwah Rokhmat S Labib. Setidaknya, kita mengantongi bagaimana
worldview menurut perspektifnya dan melihat seberapa jauh pengaruh HTI
dalam konstruksi pemikirannya. Sebelumnya juga telah dibahas pada bab Il dan
I11 diatas tentang perannya di organisasi tersebut sangat besar, bahkan sebelum
HTI dibubarkan, dia adalah ketua DPP yang dipilih langsung oleh Amir HT yang
bernama, Syaikh Atha’ Abu Rusythah. Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan
diatas bahwa pembuatan kanal youtube sebagai media dakwah tidak berkaitan
dengan pembubaran HTI. Kanal youtube itu sebagai implementasi perintah
dakwah Islam.*¢ Bahwa dikemudian hari ditemukan penelitian yang bisa
membuktikan bahwa dia telah meneruskan perjuangan HTI dan
bermetamorfosis, itu bukan dalam ranah bahasan penulis. Lokus penulis hanya
pada batasan seberapa jauh dia memahami konsep khilafah sebagai alternatif
pengganti sistem pemerintahan negara saat ini yaitu, demokrasi.

Gagasan yang dikemukakan dia bersandar pada sistem pemerintahan saat
ini (demokrasi) bertentangan dengan hukum Islam. Pada saat mengkritik

demokrasi, dia mempunyai serangkaian argumen yang mendukungnya.

105 M. Syafi’l Anwar dalam catatan pengantarnya, “Islamku, Islam Anda, Islam Kita:
Membingkai Potret Pemikiran Politik KH. Abdurrahman Wahid”, dalam ibid., xxix.

106 Media Dakwah Jambi, “Khilafah Ajaran Islam, HTI Mendakwahkan”,
https://www.youtube.com/watch?v=s3tBIBtm8E4 Diakses Pada 7 April 2021 Pukul 0.02
Wib.
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Pertama, sebagai produk dari kolonial dalam hal ini kapitalis, mempunyai kuasa
dalam mengatur bagaimana sistem bekerja. Hal itu dikarenakan modal yang
digunakan dalam menjalankannya, bergantung seberapa modal itu dikeluarkan.
Dalam urusan ekonomi, sosial maupun politik, sistem ini masih menganut
konstelasi global dan secara implisit ada intervensi dari pemilik modal
(kapitalis), sehingga itu berarti tidak independen dalam mengurusi negaranya
sendiri. Sistem ini mempunyai pengaruh kuat pada pemikirannya mengkritik
kegagalan demokrasi dalam menjawab persoalan zaman yang kompleks.
Kedua, sistem ini berawal dari ideologi sekularisme yang didalamnya
terdapat distingsi antara negara dan agama. Karena menurutnya, jika kemudian
negara berdiri sendiri tanpa ada landasan dari agama, maka yang terjadi adalah
ketimpangan dalam pembuatan kebijakan karena pertimbangannya hanya
berdasarkan hukum yang dibuat manusia. Bahkan, dia mengatakan bahwa
keduanya merupakan saudara kembar didalam penjelasan Islam.'® Ketiga,
demokrasi memberikan kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat. Sebagai
hamba, hendaknya kita meyakini bahwa kedaulatan masih dibawah kuasa Sang
Pencipta. Sedangkan demokrasi yang demikian, tentu sangat bertentangan
dengan konsep khilafah, karena meyakini bahwa kedaulatan tertinggi terletak

pada pembuat syariah yakni, Allah Swt.

107 Ainur Rofig al-Amin, khilafah HTI Dalam Timbangan, Cet. | (Jakarta: Pustaka
Harakatuna, Juli 2017), 43.
108 Rokhmat S. Labib, “Agama dan Kekuasaan adalah saudara kembar”,

https://www.youtube.com/watch?v=Hh773tzNyk0&Ilist=PLcF7ianOY3TISF5S5NDUHJvOL
ikl _on32YY &index=19 Diakses pada 19 Juni 2021.

82


https://www.youtube.com/watch?v=Hh773tzNyk0&list=PLcF7ianOY3TISF5NDUHJv0Lik1_on32YY&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=Hh773tzNyk0&list=PLcF7ianOY3TISF5NDUHJv0Lik1_on32YY&index=19

Menariknya dari konsep khilafah ini adalah bahwa syarat terwujudnya
berbagai syariat Islam secara kaffah dan akan maksimal jika menjadi sistem
pemerintahan. Karena dengan khilafah sebagai sistem pemerintahan, maka
mampu menjawab semua permasalahan umat atas kegagalan sistem
kapitalisme.r® Begaimanapun juga, konsep khilafah dalam implementasinya
sebagai sistem pemerintahan mengandung beberapa anomali. Sebagai negara
yang memiliki beragam suku, ras dan budaya, negara membutuhkan seperangkat
aturan yang mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai golongan. Penolakan
tersebut akan berdampak pada kejumudan berpikir dalam menyikapi
perkembangan konstelasi global. Konsekuensi berikutnya juga sangat jelas,
bahwa kemudian masyarakat akan memandang bahwa gagasan tersebut
berbahaya, karena tidak menyesuaikan dengan kondisi dan situasi lapangan.

Khilafah Islamiyyah tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks zaman
bahkan sejak zaman Khulafaur Rasyidin, para khalifah wafat karena adanya
konflik horizontal dan berakhir dengan pembunuhan. Konflik pada saat itu,
menjadi representasi bahwa khilafah sejak wafatnya Nabi Muhammad Saw.
tidak selalu tepat diterapkan. Kita juga perlu mengingat bahwa pada saat itu
wilayah Islam masih terbatas.!’® Pemerintahan yang menerapkan sistem ini
adalah Turki Utsmani dan setelah berakhirnya tidak ada lagi yang

meneruskannya menjadi sebuah sistem bernegara. Apalagi sejak kemerdekaan,

109 Rokhmat S. Labib, “Khilafah adalah ajaran Islam”,
https://www.youtube.com/watch?v=j06kSJIHMOUE&list=PLcF7ianOY3TISFSNDUHJv0
Likl_on32YY&index=24 Diakses pada 19 Juni 2021.

110 Miftahul Ilmi, “Persepsi Ulama NU tentang Sistem Khilafah”, (Skripsi—Fakultas
syari’ah, IAIN Walisongo, 2008), 57.
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sejarah mencatat bahwa tidak hanya Islam yang dapat memerdekakan Indonesia,
akan tetapi non-muslim juga turut memperjuangkannya. Piagam Jakarta yang
sebagian isi pembahasannya tentang negara Islam juga telah dibatalkan.

Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi besar di Indonesia memiliki
peran dalam menyampaikan aspirasinya menolak ide negara Islam. Pandangan
tersebut disampaikan dengan sikap moderasi beragama, yakni tidak ada paksaan
terhadap pemeluk agama lain dengan keyakinannya sendiri. Jika dilihat dari
pernyataan data diatas, relevansi negara Islam juga terkesan memaksa dan tidak
sesuai konteks. Sikap NU sangat jelas dengan penekanan pada Magashid
Syariah (seperti kemaslahatan umat, keamanan, keadilan dan hak atas manusia).
111 Dasar negara yang saat ini dipakai juga tidak ada yang bertentangan dengan
Islam, bahkan islamisasi ideologi bangsa sangat terlihat jelas. Wacana tersebut
dapat disikapi dengan konotasi positif maupun negatif sesuai kebutuhan yang
menganalisisnya. Juga perlu diingat, bahwa khilafah adalah wacana politis yang
terus menerus akan mengalami perubahan secara dinamis dan fleksibel.

Sistem khilafah secara komprehensif bersifat dilematis, jika dipertanyakan
tentang bagaimana aktualisasinya dalam bernegara secara rinci, terstruktur dan
menyeluruh. Peneliti belum menemukan literatur yang mendukung bahwa
sistem ini telah siap sebagai pengganti sistem negara. Sedangkan dalam hal lain,
kutipan mekanisme sistem ini dipaparkan pada akun facebook-nya berjudul,
“Mekanisme Khilafah Menjamin Setiap Kebutuhan Pokok Seluruh Warga

Negaranya”, dia mengatakan bahwa, khilafah memastikan bahwa kebutuhan

111 1bid, 58.
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pokok berupa sandang, pangan dan papan akan terpenuhi dengan seperangkat
aturan yang ada pada ajaran Islam. Menurutnya, khilafah membagi cara
memenuhi kebutuhan tersebut berdasarkan dua tahap yakni, secara langsung
oleh negara dan secara kelompok. Dia hanya memaparkan mekanisme secara
universal dan berpotensi memiliki bias dalam memahami penafsirannya.**? Akan
tetapi, secara serius dia meyakinkan masyarakat, bahwa khilafah adalah solusi
terbaik, meskipun mekanismenya belum sepenuhnya dijelaskan dalam nash.

Beberapa dalil nash yang digunakannya, digunakan sebagai defensif dari
respon penolakan masyarakat. Bahkan dalam wacana politiknya, dalil tersebut
sering digunakan untuk melegitimasi kepentingannya. Seperti pada karyanya
tafsir Al-Waie terdapat penafsiran yang tidak obyektif dan hanya diorientasikan
kepada khalayak tertentu saja. '** Pada literatur yang didapatkan penulis, terdapat
kajian bahwa tafsir tersebut dibuat demi mendukung terwujudnya khilafah.
Indoktrinasi yang mengakar kuat didalam pemikirannya, sehingga dalam setiap
aktifitasnya selalu menyuarakan juga termasuk pada aktifitas dakwah kanal
youtube-nya.

Khilafah sebagaimana yang sering digaungkan dalam kanal youtube
Labib, mempunyai orientasi menyatukan Islam di seluruh dunia. Konsep
tersebut merupakan alternatif yang ditawarkan agar umat Islam di Indonesia

khususnya, terbebas dari penjajahan gaya baru atau neo-kolonialisme yaitu,

112 Rokhmat S. Labib, “Mekanisme Khilafah Menjamin Kebutuhan Pokok Warga
Negaranya”, https://www.facebook.com/watch/?v=3426939140673866/Diakses Pada 8
April 2021 Pukul 17.00 Wib.

113 Nur Azizah, “Konsep Demokrasi Menurut Hizbut Tahrir Indonesia: Analisis Tafsir Al-
Wa'ie karya Rokhmat S. Labib”, (Skripsi—Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2019), 46.
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sistem yang dilakukan kolonial menjajah dengan tanpa fisik, melalui degradasi
pemikiran, disrupsi kebudayaan, bahkan cara worldview kita juga digiring yang
pada akhirnya bersifat destruktif. Neo-kolonial akan terus melakukan penjajahan
yang ditandai dengan degradasi moral. Hal semacam ini jika dibiarkan akan terus
mengikis nilai-nilai keislaman secara bertahap.

Seperti yang dijelaskan pada awal pemaparan data diatas tentang dua
paradigma yang akan membantu kita menganalisis arah pemikiran dia dalam
memahami Khilafah yakni, oposisi-biner dan literal-skriptural.*** Aktifitas
dakwahnya selalu kental dengan sudut pandang yang mengarah pada Daulah
Islamiyyah atau negara Islam dan menafikan sistem pemerintahan selain dari
Islam. Argumennya diperkuat bahwa khilafah telah tertulis dalam perintah
agama dan wajib untuk menegakkan. Pemahaman ini telah cukup syarat apabila
diidentifikasi menggunakan paradigma diatas. Keterbatasan interpretasi yang
demikian, bila melihat historis, sejalan dengan pendapat pendiri HT vyaitu,
Tagiyuddin an-Nabhani mengatakan bahwa, bahasa digunakan sebagaimana itu
diproduksi pemiliknya.

Pada perspektif yang berbeda, perkembangan bahasa selalu diikuti
perubahan lingkungan, kultural dan kebudayaan yang mempengaruhi
pemaknaan bahasa. Seperti pernyataan Azyumardi Azra bahwa bahasa
merupakan representasi pemahaman seseorang tentang kebudayaan yang

berimplikasi pada masa lalu dan saat ini.**> Senada dengan Azra, Komaruddin

114 Qaiful Mustofa, “Media Online Radikal di Indonesia dan Kematian Rasionalitas
Komunikatifnya menurut Jurgen Habermas”, (Tesis—Program Magister Akidah dan
Filsafat Islam, IAIN Tulungagung, 2017), 121.

115 Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam, (Jakarta: Paramadina, 1996), 232.
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Hidayat menambahkan bahwa bahasa akan membawa pengaruh pada kesesatan
cara berpikir seseorang maupun kelompok.*¢ Kegagalan memahami bahasa akan
berdampak dalam membuat kerangka berpikir yang salah. Bahkan, jika
perkembangannya tidak diikuti dengan melihat konteks zaman. Penolakan atas
konklusi yang salah tentang bahasa juga kemajuan peradaban saat ini adalah
produk dari Barat, maka ini perlu dipertanyakan lagi.

Dalam rangka menelusuri aktifitas dakwah pada kanal youtube milik Labib
yang menggunakan bahasa sebagai alat memproduksi wacana politis, diperlukan
sudut pandang yang tidak hanya terkosentrasi pada satu titik saja.
Penyangkalannya tentang gerakan radikal yang berafiliasi dengan gerakan
teroris atau Islam ekstrimis, tentu mengundang pertanyaan yang serius. Dia
mengaitkan isu yang berkembang pasca pembubaran HTI, bahwa khilafah
seperti yang dipahami masyarakat sebagai sesuatu yang mengancam keutuhan
negara, seharusnya tidak ditakuti umat Islam.*” Khilafah mendapat konotasi
positif atau negatif tergantung oleh siapa itu diproduksi. Dia tidak ada afiliasi
dengan kelompok ektremis manapun. Dakwahnya di youtube murni hanya untuk
menjalankan dakwah Islam ke seluruh lapisan masyarakat hingga ke penjuru
dunia. Untuk mengetahui lebih lanjut mengapa dia mulai berdakwah di youtube
dan tendensi wacana politiknya, bisa dianalisis dengan menggunakan teori

hegemoni Antonio Gramsci.

116 Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik
(Jakarta: Paramadina, 1996), 3.

17 Rokhmat S. Labib, “Monsterisasi Ajaran Islam”,
https://www.youtube.com/watch?v=reLn52LZxlg&list=PLcF7ianOY3TJkF1H4CCZoyEI
T22WNJW39&index=2 Diakses pada 9 April 2021 pukul 0.32 Wib.
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B. Analisis Konten Rokhmat S. Labib tentang ajaran khilafah menurut
perspektif Hegemoni Antonio Gramsci
1. Hegemoni Konten Dakwah Rokhmat S. Labib

Konstruksi sosial selalu ada kelompok yang akan mendominasi pada
sistem tertentu sebagai pemegang kuasa atau yang menghegemoni. Pada
praktiknya, hegemoni tidak harus mendapat posisi strategis dalam suatu
negara. Bahkan, hegemoni sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari.
Karena bentuknya yang samar dan susah untuk dijelaskan secara konsep,
hegemoni jarang disadari keberadaannya. Hanya orang tertentu yang
memiliki kepekaan dan daya kritis tinggi mampu mendeteksi keberadaan
hegemoni di sekitar kita. Orang semacam ini dalam teori Gramsci disebut
sebagai intelektual organik.

Seperti yang dijelaskan diatas pada bab II, bahwa ada perbedaan
mendasar tentang definisi term intelektual tradisional dan intelektual organik.
Disini, penulis tidak akan mengulas lagi definisi tersebut, tetapi
mengaplikasikan dalam menganalisa konten dakwah Rokhmat S. Labib, serta
memahami posisinya pada teori tersebut. Secara aplikatif, intelektual
tradisional tidak memiliki peran yang berpengaruh dalam melakukan
perubahan. Letak keterbatasan seorang intelektual tradisional adalah power
(kekuatan) untuk melawan hegemoni tersebut masih sangat minim, baik itu
secara kapasitas wawasan keilmuan maupun kuasa atas dominasi. Sedangkan
intelektual organik, secara fungsi dan kesempatan mempunyai andil kuat

dalam mengubah suatu realitas sosial. Kekuatannya terletak pada kesadaran
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akan hegemoni, mampu dikomunikasikan secara masif kepada publik.
Sehingga mobilisasi massa pada perjalanannya mampu menjadi sebuah
dominasi yang menjadi faktor pendukung terwujudnya hegemoni.

Intelektual organik selalu dipengaruhi oleh lingkungan yang terhegemoni
oleh sistem.'® Dia muncul sebagai respon perwakilan dari kelompok sosial
yang akan menyuarakan alternatif sebagai pengganti dari sistem yang
menghegomoni tersebut. Jika kita mengacu pada teori hegemoni diatas, kita
bisa melihat bahwa posisi Rokhmat S Labib adalah sebagai intelektual
organik yang merasa bahwa dia dibawah pengaruh hegemoni elit global.
Sistem yang diproduksi berdampak pada kerugian yang dialami masyarakat,
terutama umat Islam. Sistem yang dimaksud adalah demokrasi yang
menurutnya tidak hanya bertentangan dengan agama. Lebih dari itu,
demokrasi berdampak pada intervensi elit global pada mengatur,
memanajemen dan membuat sistem yang menguntungkan penguasa semata.
Dia menyadari akan hegemoni tersebut, sehingga dia ingin menyadarkan
umat untuk melawan hegemoni tersebut.

Hegemoni menurut Gramsci, dapat diidentifikasi dengan melihat
pengaruh atas kuasa dominasi menjadi tiga bagian yakni, hegemoni
maksimal, meorosot dan minimum.*** Pada awalnya Labib menyadari bahwa
ketertundukan umat Islam terhadap sistem, disebabkan karena umat Islam

masih belum menyadari akan hegemoni tersebut. Saat ini umat Islam masih

118 Nezar Patria dan Andi Arif, Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003), 161.

119 Heru Hendarto, Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci: Dalam Diskursus
Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, (Jakarta: Gramedia, 1993), 82-84.
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berada pada tahap hegemoni maksimal. Sedangkan pada hegemoni merosot,
ditandai dengan kesadaran seorang intelektual yang bersamaan dengan itu,
dia tidak punya power untuk melawan hegemoni tersebut. Berbeda dengan
dua tahapan diatas, hegemoni minimum akan membuat gerakan yang meng-
counter sistem. Dia menyadari dan mempunyai cukup bekal untuk melawan
penguasa, entah dari segi massa ataupun faktor lain. Seorang intelektual
organik akan muncul ke permukaan jika kesadaran akan hegemoni sangat
minim.

. Fase Hegemoni Konten Dakwah Rokhmat S. Labib

Seorang intelektual organik yang mempunyai kesadaran dan kuasa atas
dominasi akan melakukan perlawanan dengan melewati tahapan tertentu.
Tahapan itu pada akhirnya akan membawa kelompok yang “terhegemoni”
secara kontinu memobilisasi massa melalui penyadaran terhadap sistem yang
“menghegemoni”. Jika kita memakai pisau analisa Gramsci, maka penulis
akan memetakan bagaimana labib akan melawan hegemoni dengan
menggiring massa ke arah kepentingan yang diinginkannya.

Gramsci dalam hal ini memetakan tahapan hegemoni menjadi tiga fase
yakni, fase material, fase asosiasi dan fase hegemoni. Berikutnya akan
dijelaskan bagaimana cara kerja hegemoni bisa masuk melalui “common
sense” yang dibangun Labib dalam kanal youtube-nya. Commone Sense ini
yang kemudian dikonstruksi sedemikian rupa agar dapat memasuki celah
kebudayaan yang dikontrol elit global. Hal tersebut juga mendukung

upayanya untuk mencapai konsensus publik secara masif. Melihat
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perkembangan yang semakin maju ini dengan memanfaatkan media virtual
youtube sebagai pendekatan yang berbeda dari dakwah konvensional.
Pendekatan ini dirasa mampu mewadahi semua kalangan baik dari segi umur
maupun gender.

Sebelumnya, perlu diketahui bersama bahwa dia telah mengetahui titik
vitalitas masyarakat Indonesia yang sensitif terhadap agama. Sejauh
pengamatan penulis, dengan cara menawarkan solusi mengganti sistem
pemerintahan dengan pendekatan agama, maka kemungkinan masyarakat
mengafirmasi masih terlihat. Seperti yang dikatakan Arnold Toynbee dikutip
oleh Abdul Basit dia berkata bahwa, “Saya percaya model peradaban adalah
bagaimana implementasi agama itu sendiri. Agama pada perkembangannya
telah menjadi sesuatu yang berharga dan utama, sehingga peradaban baru
akan muncul dan dirawat sebagaimana dirinya sendiri. Lebih jauh tentang itu,
agama merupakan alat yang mengikat spiritual juga membuat masyarakat
lebih beradab dengan kesatuan”.??

Setelah mengaetahui pemetaan diatas, kita dapat melihat bahwa
kepentingan Labib dalam pembuatan kanal youtube selain sebagai media
dakwah, juga sebagai media penyampaian ajaran khilafah. Upayanya
menyampaikan khilafah ditempuh melalui beberapa tahapan fase

perkembangan menurut teori hegemoni Gramsci, sebagai berikut:

120 Afidatul Asmar, “Ekspresi Keberagaman Online: Media Baru Dan Dakwah”, Jurna
IImu dakwah, Vol. 40, No. 1 (2020), 62.
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a.) Fase material sebagai pemaparan konsep khilafah kepada khalayak
umum. Dia menyampaikan gagasan tersebut dengan menampilkan
sumber rujukan yang digunakan sebagai landasan dasar. Khilafah
merupakan alternatif yang ditawarkan Islam dan dikemas oleh Labib
sebagai bentuk sistem pemerintahan pengganti demokrasi. Khilafah
bukan milik golongan tertentu, akan tetapi ini adalah kepemilikan umum
umat Islam yang harus ditegakkan.*?

b.) Fase asosiasi atau pengarahan bahwa kebutuhan akan didirikannya
khilafah oleh umat Islam bersifat mendesak. Tahapan ini menurut dia,
memerlukan kesadaran semua pihak umat Islam tanpa terkecuali.'?
Karena Kketertindasan yang selama ini dirasakan merupakan bentuk
penjajahan yang konkrit melalui degradasi moral. Pada fase ini, jika tidak
ada kesadaran pihak lain sebagai kelas yang tertindas kelas penguasa yang
mendominasi, maka tidak akan terjadi kesamaan tujuan yang akan
diperjuangkan bersama.

c.) Fase hegemoni yakni sebagai tahap akhir dari semua fase diatas, dalam
konteks ini adalah terlaksananya hegemoni khilafah dan terwujudnya
tujuan Daulah Islamiyyah. Pada fase ini konsensus publik telah mencapai
wilayah yang lebih besar yakni, negara. Fase ini merupakan akhir dari

perjuangan Labib dalam menyuarakan Khilafah Islamiyyah sebagai

121 Rokhmat S. Labib, “Khilafah adalah ajaran Islam”,
https://www.youtube.com/watch?v=j06kSJIHMOUE&list=PLcF7ianOY3TISFSNDUHJv0
Likl_on32YY &index=24 Diakses pada 19 Juni 2021.

122 Rokhmat S. Labib, “Kunci Perubahan”
https://www.youtube.com/watch?v=c3kDw6g6ahA&list=PLcF7ianOY3TJkF1H4CCZoy
EIT22WNJW39 Diakses pada 19 Juni 2021.
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alternatif terbaik yang ditawarkan Islam. Pada fase inilah terjadinya

controlling terhadap cara berpikir, bertindak dan berperilaku masyarakat.

Inilah yang dimaksud pada penjelasan bab sebelumnya tentang

kepemimpinan moral dan intelektual yang mendapat kesepakatan dari

kelas yang “terhegemoni”.*?®

3. Counter Hegemoni Konten Dakwah Rokhmat S. Labib

Labib sebagai seorang intelektual organik merasa bahwa kesadarannya
untuk meng-counter sistem perlu dibarengi dengan konsensus publik yang
masif. Kesadaran tersebut harus terus disampaikan secara berulang agar
masyarakat sadar. Inilah mengapa dia dalam kanal youtube-nya
menyampaikan khilafah Dia merasa bahwa sistem tersebut secara riil dapat
menggeser paradigma islamisme. Bagaimana juga, itu terlihat dari
ketidaksesuaian konsep ekonomi, sosial dan politik yang mengalami
perubahan secara siginifikan berdasarkan pertimbangan penguasa. Hal ini
terjadi disebabkan karena hukum atau kebijakan yang dibuat, tidak
berdasarkan syara’ Islam. Kebijakan tersebut juga dibuat berdasarkan
kepentingan manusia semata yang ini tentu bertentangan dengan syara’
Islam.

Perjuangan Labib mendakwahkan khilafah secara masif baik di kanal

youtube-nya maupun sosial media yang lain. Menegaskan kembali bahwa

123 Rokhmat S. Labib, “Perubahan hanya dengan syariat”
https://www.youtube.com/watch?v=kjNEWEWTrRpQ&list=PLcF7ianOY3TJkF1H4CCZo
YEIT22WNJW39&index=4 Diakses pada 19 Juni 2021.

124 Nezar Patria dan Andi Arif, Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003), 163.
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khilafah menurutnya, merupakan bukan sesuatu yang di stigmasi menjadi
“monster” yang perlu ditakuti. Bahwa perjuangan tersebut semata untuk
memenuhi panggilan perintan Tuhan untuk menegakan khilafah serta
mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Juga didalamnya sebagai
bentuk perlawanan yang konkrit terhadap penguasa yang dzalim.'?

Counter hegemoni tersebut akan terus berlangsung hingga tercapainya
tujuan Daulah Islamiyyah. Dalam hal ini, perjuangannya akan terus dilakukan
selama dia merasa bahwa sistem yang saat ini diterapkan tidak tepat dan
bersifat destruktif. Pada masa inilah perjuangan melawan hegemoni akan
diganti dengan hegemoni baru dan akan terus mengalami siklus seperti itu.
Tidak menutup kemungkinan, khilafah akan tercapai jika kemudian tidak ada
yang meng-counter sebagai upaya membatalkan hegemoni tersebut. Juga
sebaliknya, jika kemudian khilafah tidak muncul sebagai upaya counter
hegemoni, maka hegemoni sebelumnya akan terus berlangsung.
Bagaimanapun juga, peran seorang intelektual organik baru yang membawa
konsep hegemoni baru, membawa udara segar sebagai kritik atas kegagalan

hegemoni yang telah berlaku.

125 Rokhmat S. Labib, “Monsterisasi Ajaran Islam”,
https://www.youtube.com/watch?v=reLn52LZxIg&list=PLcF7ianOY3TJkF1H4CCZoyEl
T22WNJIW39&index=2 Diakses pada 19 Juni 2021.

126 Antonio Gramsci, Prison Notebooks Catatan-Catatan dari Penjara, Terj. Teguh
Wahyu Utomo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 67.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian diatas telah menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah,
memaparkan data dan menganalisis koherensi teori terhadap aplikasi suatu

permasalahan. Maka dari itu kita bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ajaran khilafah Rokhmat S. Labib channel dalam media dakwah youtube
adalah tidak sesuai dengan konteks negara kita. Jika berangkat dari premis
diatas tentang logika oposisi-biner dan literal-skriptural. Paradigma yang
didasari atas pemahaman tekstual terhadap dua sumber hukum Islam yakni,
Al-Qur’an dan Hadith saja, tanpa mempertimbangkan konteksualitas pada
wilayah dan budaya tertentu, akan bermuara pada kejumudan berpikir dan
bersikap dalam internal umat Islam. Tentunya akan sedikit peluang umat
Islam untuk merepetisi masa kejayaan intelektual Islam.

2. Ajaran khilafah Rokhmat S. Labib channel dalam media dakwah youtube
jika dianalisis menggunakan teori hegemoni Gramsci, secara eksplisit Labib
berada di posisi intelektual organik yang meng-counter hegemoni sistem
demokrasi. Sistem itu ditentang karena menghegemoni umat Islam untuk
tunduk dan patuh pada produk hukum buatan manusia. Sedangkan
menurutnya, konsep demikian bertentangan dengan agama. Sebagai respon
dari peristiwa tersebut, dia melakukan dakwah pada akun youtube miliknya.
Khilafah pada konteks ini, akan menjadi pengganti daripada sistem

demokrasi yang berlaku selama ini. Oleh karena itu, dia berusaha
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mendapatkan konsensus publik, dalam ranah ini adalah pada wilayah seluruh

warga Indonesia. Konsep khilafah jika mencapai pada tahap hegemoni, akan

menjadi sebuah negara. Perlu digarisbawahi bahwa khilafah merupakan

wacana politis yang bersifat dinamis dan tidak bisa dijustifikasi orientasinya

secara pasti.

B. Saran

Dalam setiap penelitian tentang suatu permasalahan yang diangkat pada
wilayah akademisi pasti ditemukan kekurangan, seperti pada skripsi ini.
Keterbatasan bahasa dan penerapan teori, juga data yang didapatkan masih
sangat minim. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah dan
memperbaiki segala kesahalahan yang telah ada di penelitian ini.

Pada penelitian kali ini, terdapat kajian mengenai tendensi politik Rokhmat
S. Labib yang menggunakan khilafah sebagai kendaraan politiknya atas dalih
bahwa konsep tersebut termaktub pada dalil nash dan merupakan perintah wajib
umat Islam. Bagaimanapun juga, wacana politik tidak bisa terburu-buru untuk
mengidentifikasi arah gerak secara komprehensif. Kajian diatas hanyalah bagian
awal untuk kajian lebih dalam lainnya. Penulis hanya menemukan bahwa
dakwah tersebut, secara eksplisit merupakan bentuk perlawanan terhadap sistem
yang mendominasi dan dianggap sebagai destruktif karena adanya intervensi
dari elite global. Maka dari itu, penulis berharap akan ada penelitian yang
mengkaji bagaimana kemudian hegemoni tersebut digunakan sebagai strategi

gerakannya.
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